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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas petunjuk- 

NYA, kami dapat menyusun Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Bulu 

Kabupaten Rembang. Renstra Kecamatan Bulu Rembang Kabupaten Rembang ini 

disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan 

Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026  . Selain itu dalam Rencana Strategis 

memuat Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dicapai oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terarah dan terprogram sehingga visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang dicapai bener-benar telah 

direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Daerah Menengah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang 

2021-2026. 

Sesuai dengan kedudukan peran serta fungsi dari Renstra sebagai dokumen 

Perencanaan dalam menentukan arah Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun, maka dalam penyusunannya kami betul-betul memperhatikan potensi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia dan semua portensi yang ada di Kecamatan 

Bulu serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026 

Dalam penyusunan Renstra 2021-2026 ini, kami yakin masih banyak 

kekurangan untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan 

periode berikutnya. 
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LAMPIRAN…..PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR2TAHUN 2021 

 
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BULU 

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

PembangunanNasional (SPPN) mengamanatkanpenyusunanRencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan 

Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka 

menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunya.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi 

daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun 

dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah(RENJAPD) yang mempedomani RKPD. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang 

Nomor 2Tahun 2021 tentangPerubahanatasPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 

tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenRembangTahun 2021-2026 , 

yang telah ditindaklanjutiPerangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA 

Kecamatan Bulu ini merupakanpenjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang terpilih. 

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis KecamatanBulu 

Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan 

hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. 
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Gambar 1.1 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya Renstra KecamatanBulu tersebut digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bulu dalam kurun waktu 5 tahun. 

1.2 Landasan Hukum  

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 

2026ini adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 
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7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4868); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

13. PeraturanPresidenNomor 59 Tahun 2017 tentangPelaksanaanPencapaianTujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

14. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2018 tentangKecamatan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; 

16. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiNomor 14 tahun 

2017 tentangPedomanPenyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 

untukPenyelenggaraanPelayananPublik; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023; 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 

21. PeraturanBupatiNomor 8 Tahun 2015 

tentangStandartPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan (PATEN) di KabupatenRembang; 

22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026; 

24. Peraturan Bupati Rembang nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah KabupatenRembangTahun 2022. 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan 

maksudmensinergikantujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, gunamewujudkan visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Rembang secara berkesinambungan. 

1.3.1Maksud 

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026 adalah: 

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;  

2. Menjadi payung hukum terhadap RencanaKerjaKecamatan BuludokumenRPJMD Kabupaten 

Rembang Tahun 2021 -  2022 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait 

urusan penunjangPemerintahanolehKecamatanBuluselama kurun waktu Tahun 2021 - 2026. 

3. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor KecamatanBulu dalam upaya 

meningkatkankinerjaperangkatdaerah 

dankualitaspenyelenggaraanpelayananPemerintahantingkatkecamatan, 

desadalampencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya. 

1.3.2Tujuan 

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021 – 2026adalah: 

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan 

Bulusebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang. 

2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu 

anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD 

Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 
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1.4Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu 

Sistematikan penulisanRencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

1.1Latar belakang 

1.2Landasan Hukum Penyusunan Renstra 

1.3Maksud dan Tujuan 

1.4Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Bulu 

BAB II   : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BULU KABUPATENREMBANG 

2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Bulu 

2.2Sumber Daya Kecamatan Bulu 

2.3Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu 

2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bulu 

BAB III  : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bulu 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

3.5Penentuan Isu-isu Strategis  

BAB lV : TUJUAN DAN SASARAN 

4.1Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulu 

BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bulu 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatifKecamatan Bulu 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. 

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

BAB VlII PENUTUP 

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman 

bagi setiap jajaran Kecamatan Buluserta sebagai referensi bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stake holders). 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULU 

 
2.1 Tugas, Fungsi dan StrukturOrganisasiPerangkat Daerah 

Kecamatansebagaibagian wilayah dariDaerahKabupaten/Kotadipimpin oleh seorangcamat, 

yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepadaBupati/Walikotamelaluisekretaris Daerah. 

Kecamatandibentukdalamrangkameningkatkankoordinasipenyelenggaraanpemerintahanumumart

inyakeberadaankecamatansangatdibutuhkandalamrangkamembantubupatidalammenjalankantug

aspemerintahanumum dan melaksanakankewenanganpemerintahan yang dilimpahkan 

olehBupatidalammenjalankanurusanOtonomiDaerah. Camatsebagaipimpinantertinggi di 

Kecamatanberkewajibanmengkoorkinasikansemuaurusanpemerintahandan 

memberikanpelayananpublikdi Kecamatan, 

sertamemfasilitasipelaksanaanpemberdayaanmasyarakatDesa. 

DisampingituCamatmenjalankanfungsi : 

1. MenyelenggaraanurusanpemerintahanumumsebagaimanadimaksuddalamPasal 25 ayat (6) 

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014. 

2. Mengkoordinasikankegiatanpemberdayaanmasyarakat. 

3. Mengkoordinasikanupayapenyelenggaraanketenteraman dan ketertibanumum. 

4. Mengkoordinasikanpenerapan dan penegakanPerda dan Perkada. 

5. Mengkoordinasikanpemeliharaanprasarana dan saranapelayananumum. 

6. Mengkoordinasikanpenyelenggaraankegiatanpemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah di Kecamatan. 

7. Membina dan mengawasipenyelenggaraankegiatanDesa dan/ataukelurahan. 

8. MelaksanakanUrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Daerah kabupaten/kota yang 

tidakdilaksanakan oleh unit kerjaPerangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; 

dan melaksanakantugas lain yang diberikan oleh 

Bupatisesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan. 

Untuklebihjelasnya penjabaran tugas pokok dan 

fungsiperangkatdaerahKecamatanberdasarkan Peraturan DaerahKabupatenRembangNomor : 5 

Tahun 2016 tentangOrganisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah KabupatenRembang tersebut 

diatas dijabarkanlebih detail dalamPeraturan Bupati Rembang Nomor :69 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut : 

1. Camat  

a. Tugas Pokok :  

MembantuBupatidalammengkoordinasikanpenyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kabupaten. 

b.  Fungsi : 

1. PenyelenggaraanurusanPemerintahanUmum; 
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2. Pengkoordinasian kegiatanpemberdayaanmasyarakat; 

3. Pengkoordinasian upayapenyelenggaraanketentraman dan ketertibanumum; 

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakanperda dan peraturanbupati; 

5. Pengkoordinasianpemeliharaanprasarana dan saranalayananumum; 

6. Pengkoordinasianpenyelenggaraankegiatanpemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkatdaerah di tingkatkecamatan; 

7. Pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraankegiatandesaataukelurahan; 

8. Pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadikewenangankabupaten yang 

tidakdilaksanakan oleh unit kerjapemerintahadaerah yang ada di kecamatan; 

9. Pelaksanafungsikedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuaidengantugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretaris Kecamatan  

a.  Tugas Pokok : 

Perencanaanperumusan dan pelaksanaankebijakan, pengkoodinasian, pemantauan, 

evaluasi, pelaporanmeliputipembinaanketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, 

kerjasama, kearsipan,dokumen, keorganisasian danketatalaksanaan, kehumasan, 

kepegawaian, pelayananadministrasi di lingkungan. 

b.  Fungsi 

1.Pengkoordinasiankegiatan di lingkunganKecamatan 

2. Pengkoordinasian dan penyusunanrencana dan program kerja di lingkunganKecamatan 

3. Pembinaandan pemberiandukunganadministrasiyangmeliputiketatausahaan,kepegawaian, 

hukum,keuangan,kerjasama, hubunganmasyarakat, arsip dan dokumentasi di 

lingkunganKecamatan 

4.  Pengkoordinasian,pembinaan danpenataanorganisasidantatalaksana di 

lingkunganKecamatan 

5.  Pengkoordinasian dan penyusunanperaturanperundang –

undangansertapelaksanaanadvokasi hokum di lingkunganKecamatan 

6. Pengkoordinasianpelaksanaansystempengendalianinternal pemerintah (SPIP) dan 

pengelolaaninformasi dan dokumentasi 

7. Penyelenggaraanpengelolaanbarangmilik/kekayaandaerahdan 

pelayananpengadaanbarang/jasa di lingkunganKecamatan 

8. Pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporansesuaidenganlingkuptugasnya 

9.  Pelaksanaantugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuaidengantugas dan 

fungsinya 

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

TugasPokok : Melakukanpenyiapanbahanperumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasisertapelaporanbidangperencanaan dan program 

kerjasertapengelolaankeuangan di lingkunganKecamatan. 

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
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Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, 

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan 

administrasi di lingkungan Kecamatan. 

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan  

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat 

internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah 

yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang tata 

pemerintahan. 

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan 

masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal 

kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi 

anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat 

sebagaian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahtraan rakyat, 

pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan 

pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan 

budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, 

kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, 

sertapelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat 

sebagaian urusan otonomi daerah di bidang kesejahtraan rakyat. 

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman 

dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal 

kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan 

perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, 

pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar 

lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada 

Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 
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 Tugas pokok:melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Gambar 2.1 

Bagan Susunan Organisasi KecamatanBulu 

PeraturanBupati No. 69 tahun 2016 
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2.2 Sumber Daya Kecamatan Bulu 

2.2.1 KondisiKepegawaian 

2.2.1.aKondisiKepegawaianTahun 2020 

Jumlah Pegawai KecamatanBulu per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 25 orang. 

Keadaan Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat  pendidikan pada tahun 2020 

adalah sebagai berikut:  

Tabel. 2.1 
Komposisi Pegawai KecamatanBulu Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2020 

 

No 
JenisKelami

n 

ASN Non ASN 

Jumla
h 

(Pega
wai) 

Persentaseter
hadap ASN 

(%) 

PersentaseterhadapSelur
uhPegawai (%) 

Jumla
h 

(Pega
wai) 

Persentaseter
hadap Non 

ASN (%) 

PersentaseterhadapSelur
uhPegawai (%) 

1 Laki-Laki 14 87,50 58,34 2 25,00 8,33 

2 Perempuan 2 12,50 8,33 6 75,00 25,00 

Jumlah 16 100 66,67 8 100 33,33 

JumlahSeluruhPeg
awai 

(ASN & Non ASN) 
24Pegawai 

Sumber: KecamatanSulang, Desember 2020 

 Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi 

KecamatanBuluTahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 24 Pegawai terdiri 

dari 16orang ASN (66,67%) dari total Pegawai dan 8 orang non ASN (33,33%) dari seluruh 

jumlah pegawai KecamatanBulu.  Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai 

KecamatanBuluadalah laki-laki dengan jumlah 14 orang(87,50%) dari total seluruh pegawai 

(16 Pegawai) yang terdiri dari ASN. 

Tabel 2.2 
Komposisi Pegawai KecamatanBulu berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2020 

 

N
o 

Jenjang 
Pendidikan 

ASN Non ASN 

Jumlah 
(Pegaw

ai) 

Persentasete
rhadap ASN 

(%) 

PersentaseterhadapSelu
ruhPegawai (%) 

Jumlah 
(Pegaw

ai) 

Persentasete
rhadap Non 

ASN (%) 

PersentaseterhadapSelu
ruhPegawai (%) 

 Perguruan 
Tinggi 

      

1 S2 3 18,75 12,50 - - - 

2 S1 4 25,00 16,66 1 12,50 4,17 

3 D3 1 6,25 4,17 3 37,50 12,50 

 BukanPerguru
an Tinggi 

      

4 SLTA 6 37,50 25,00 3 37,50 12,50 

5 SLTP 2 12,50 8,33 1 12,50 4,17 

6 SD - - - - - - 

Jumlah 16 100 66,66 8 100 33,34 

JumlahSeluruhPeg
awai 

(ASN & Non ASN) 
24Pegawai 

Sumber: KecamatanBulu, Desember 2020 

 Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi Pegawai tahun 2020 

diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 2orang 

(8,33%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2)yaitu (12,50%) 

dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah 
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SLTPsejumlah 1 orang  (4,17%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan 

tertinggi berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 1orang atau 4,17% dari seluruh jumlah 

pegawai. 

2.2.1.b KondisiKepegawaianTahun 2021 

Jumlah Pegawai KecamatanBulu per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 24 orang. Keadaan 

Pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat  Pendidikan pada tahun 2021 adalah 

sebagai berikut:  

Tabel. 2.3 
Komposisi Pegawai KecamatanBulu Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2021 

 

No JenisKelamin 

ASN Non ASN 

Jumlah 
(Pegaw

ai) 

Persentasete
rhadap ASN 

(%) 

PersentaseterhadapSelu
ruhPegawai (%) 

Jumla
h 

(Pega
wai) 

Persentasete
rhadap Non 

ASN (%) 

PersentaseterhadapSelu
ruhPegawai (%) 

1 Laki-Laki 14 82,35 56,00 2 25,00 8,00 

2 Perempuan 3 17,65 12,00 6 75,00 24,00 

Jumlah 17 100 68,00 66,67 100 32,00 

JumlahSeluruhPega
wai 

(ASN & Non ASN) 
25Pegawai 

Sumber: KecamatanBulu, Juli2021 

 Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & 

fungsi KecamatanBulu tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 25Pegawai 

terdiri dari 17orang ASN (68%) dari total pegawai dan 8 orang non ASN (32%) dari 

seluruh jumlah pegawai KecamatanBulu.  Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar 

pegawai KecamatanBulu adalah laki-laki dengan jumlah 16 orang (64%) dari total 

seluruh pegawai yang terdiri dari ASN dan non ASN. 

Tabel 2.4 
Komposisi Pegawai KecamatanBulu berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2021 
 

N
o 

Jenjang 
Pendidikan 

ASN Non ASN 

Jumlah 
(Pegaw

ai) 

Persentasete
rhadap ASN 

(%) 

PersentaseterhadapSelu
ruhPegawai (%) 

Jumlah 
(Pegaw

ai) 

Persentasete
rhadap Non 

ASN (%) 

PersentaseterhadapSelu
ruhPegawai (%) 

 Perguruan 
Tinggi 

      

1 S2 3 17,65 12,00 - - - 

2 S1 5 29,41 20,00 1 12,50 4,00 

3 D3 1 5,88 4,00 3 37,50 12,00 

 BukanPerguru
an Tinggi 

      

4 SLTA 6 35,29 24,00 3 37,50 12,00 

5 SLTP 2 11,77 8,00 1 12,50 4,00 

6 SD - - - - - - 

Jumlah 17 100 68 8 100 32 

JumlahSeluruhPeg
awai 

(ASN & Non ASN) 
25Pegawai 

Sumber: KecamatanBulu, Juli 2021 
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Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi Pegawai Kantor 

Kecamatan Bulu Tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah 

adalah SLTPsejumlah 3orang (11,77%) dari total Pegawai dan pendidikan tertinggi adalah 

Pasca Sarjana (S2)sebanyak 2 orang atau (17,65%) dari total Pegawai, sedang untuk non 

ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SLTP sejumlah 1 orang  (4%) dari jumlah pegawai 

dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 1 orang (4%) sebagian besar Pegawai 

berpendidikan SLTA yaitu berjumlah 9 orang terdiri dari 6 orang ASN dan 3 orang non ASN 

atau 36% dari seluruh jumlah Pegawai. 

2.2.1.c Kondisi pegawaiKecamatanBuluberdasarkanposisiJabatan dan Golongan 
 

Tabel 2.5 
KomposisiPegawai (ASN)  KecamatanBuluBerdasarkanJabatan dan Golongan 

Tahun2020 dan 2021 
 

No Golongan / Ruang 
ASN  

Eselon 

ASN 

th. 2020 th. 2021 th. 2020 th. 2021 

1 Golongan IV 3 3 III 1 1 

 IV/c - - III/a 1 1 

 IV/b 2 2 III/b - - 

 IV/a 1 1    

2 Golongan III 8 9 IV 5 6 
 III/d 1 1 IV/a 4 4 

 III/c 2 3 IV/b 1 2 

 III/b 1 1    

 III/a 4 4    

3 Golongan II 4 4    

 II/d  1 1    

 II/c 2 2    

 II/b 1 1    

 II/a - -    

4 Golongan I 1 1    

 I/d 1 1    

 I/c - -    

 I/b - -    

 I/a - -    

 Jumlah 16 17  6 7 

JumlahSeluruhPegawai 
(ASN ) 

16 17  6 7 

Sumber: KecamatanSulang, Juli 2021 

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai KecamatanBuluberdasarkan 

pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan 

pangkat III berjumlah 9 orang atau 52,94% dari seluruh jumlah pegawai (ASN). 

2.3 SumberdayaAset / Sarana dan Prasarana 

Sedangkan semberdayaaset/sarpraskelengkapan dan 

saranapendukungkerjaKecamatan Bulumemiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan 

prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam 

TabelInventarisdalamTabel 2.6meliputi : 
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Tabel2.6 
Daftar Inventaris Sarana Dan PrasaranaKecamatanBulu 

No. 
Nama Barang/ 
Jenis Barang 

JumlahB
arang 

KondisiBarang 

Ket. Baik RusakBer
at 

1 2 3 4 5 6 

1 Mobil 2buah 2 -  

2 Sepeda Motor 14 buah 14 -  

3 Lemari Besi 

 

5buah 5 -  

4 Mesin Ketik  2buah 2 -  

5 Printer 

 

9buah 9 -  

6 Rak Besi 1buah 1 -  

7 Rak Kayu 2buah 2 -  

8 Lemari Kayu 15buah 15 -  

9 Papan nama instansi 11buah 11 -  

10 Papan Visual 6buah 6 -  

11 Kursi Kayu 30buah 30 -  

12 Zice 1buah 1 -  

13 Meja Rapat 9buah 9 -  

14 Meja Tulis 21buah 21 -  

15 Meja Panjang 1buah 1 -  

16 Kursi Rapat 10buah 10 -  

17 Kursi Biasa 55buah 55 -  

18 Bangku Tunggu 5buah 5 -  

19 Kursi Lipat 123buah 123 -  

20 Meja Komputer 1buah 1 -  

21 Daun Pintu Aluminium 17buah 17 -  

22 AC Split 4 buah 2 -  

23 Kipas Angin  6buah 6 -  

24 Radio 1buah 1 -  

25 Televisi 3 buah 1 -  

26 Sound System 1buah 1 -  

27 Wireless 1buah 1 -  
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No. 
Nama Barang/ 
Jenis Barang 

JumlahB
arang 

KondisiBarang 

Ket. Baik RusakBer
at 

28 Microphone 1buah 1 -  

29 Alat Kantor Lainnya 1buah 1 -  

30 Dispencer 1buah 1 -  

31 Handy Cam 1buah 1 -  

32 

 

PC Unit 8 buah 4 -  

33 Lap Top 5 buah 4 -  

34 Note Book 2buah 2 -  

35 Personal Komputer Lain-lain 3buah 3 -  

36 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6buah 6 -  

37 Meja Kerja Pejabat Eselon 

Lain-lain 

9buah 9 -  

38 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1buah 1 -  

39 Kursi Rapat Ruangan Rapat 

Staff 

8buah 8 -  

40 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 6buah 6 -  

41 Proyektor + Attachment 1buah 1 -  

42 Camera Electronik 1buah 1 -  

43 

44 

Pesawat Telephon 1buah 1 -  

44 Portable Generating Set 1buah 1 -  

45 Tanah Bangunan Kantor 

Pemerintah 

1buah 1 -  

46 Bangunan Gedung Kantor 

Permanen 

2buah 2 -  

47 Bangunan Gudang Tertutup 

Permanen  

1buah 1 -  

48 Bangunan Gedung Tempat 

Ibadah 
1buah 1 -  

49 Bangunan Gedung Garasi/Pool 1buah 1 -  

50 Bangunan Gedung Tempat 

Kerja Lainnya 

1buah 1 -  

51 Bangunan Tempat Kerja Lain-

lain 

1buah 1 -  

52 Rumah Negara Gol. III Type A 1buah 1 -  

 

2.4 Kinerja PelayananKecamatan Bulu 

2.4.1 Kinerja PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan(PATEN) Bulu 

Dalamupayapeningkatakanpelayanan di tingkatkecamatanPemerintah Daerah 

KabupatenRembangtelahmengeluarkanPeraturanBupatiNomor 8 Tahun2015 

tentangStandartPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan (PATEN) di 
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KabupatenRembang. Paten adalahpenyelenggaraanpelayananpublik di 

kecamatandaritahappermohonansampaidengantahapterbitnyadokumendalamsatutempa

t.Pelayanansejenissebetulnyatelahdilaksanakan oleh DinasPenanaman Modal 

PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKabupatenRembang,yang 

menanganiperijinandaripendaftaransampaidenganpencetakannya.Melauiperbuptersebut

telahdiserahkanbeberapakewenanganbupatikepadacamatdalamuntukmelaksanakanpeni

ngkatankualitaspelayanankepadamasyarakat.  

Hal 

inisejalandengankebijakanpemerintahpusatuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyara

katmelauiupayapeningkatankualitaspenyelenggaraanpemerintahandalamskemareformasi

birokrasisebagailangkahnyatagunamewujudkangoodgavernance.Perubahan mental 

aparaturpemerintahsebagaipelayanmasyarakatmasyarakatharuslahditingkatkan dan 

dipertahankangunamencapaipelayanan yang efektif, 

cepattepatdanmurahbagimasyarakat. 

Perubahanparadigmainidapatditempuhmelauioptimalisasipotensisumberdayaaparaturpe

merintah dan sumberdayasarana / prasaranasertasumber danayang 

diharapkandapatterusmeningkatsetiaptahunnyasesuaidengan target yang 

telahditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah 

Penetapanindikatortujuan ,indikatorsasaran, indikator program dan 

indikatorkegiatan yang 

telahditetapkandalamdokumenRenstraperangkatdaerahdalamkurunwaktu 5 (lima) 

tahunberjalandapatdijadikanpedomanuntukmelaksanakanevaluasi program dan kegiatan 

yang telah dan akandicapaiberdasarkaRencanakerjatahunanPerangkat Daerah yang 

telahdisusununtukmerelaisasikantarget dan sasarankurunwaktu yang 

telahditentukankhususnyabidangpelayanan diKecamatanBulu. 

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat 

DaerahKecamatan Bulumenyelenggarakan pelayananadministrasiterpadukecamatan 

(PATEN)langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus 

didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh 

penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan. 

2.4.2 Capaian KinerjaPelayananKecamatanBulu 

1. CapaianIndikator Kinerja Utama KecamatanBulu 

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi 

selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi 

selama 5tahun ke belakang,dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke 
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depan.Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan 

dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja 

KecamatanBuluberdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama 

sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungandengan hal tersebut, 

indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana 

pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator 

makro untukberbagaiurusan/program tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan oleh 

KecamatanBulumenggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap 

tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP KecamatanBulu tahun 2020Sebagaimanaterlihat 

pada tabel 2.7  : 

Tabel 2.7 
CapaianIndikator Kinerja Utama KecamatanBuluTahun2016–2019 

 
 

Tabel 2.8 
CapaianIndikator Kinerja Utama KecamatanBuluTahun 2020 – 2021 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Target Realisasi Target Realisasi 
Tingkat Capaian pada 

Tahunke- 

 

2020 2020 2021 2021 2020 2021 

1 2  3 4 5 6 7 8 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan Publik 
Kecamatan Bulu 

IKM 
KecamatanBulu 

Angka 70,00 70,60 71,00 Na 100,86 Na 

 
 

2.CapaianIndikatorKinerja Program 

Pencapaiankinerjaindikator program KecamatanBulutahun2021-2026 yang 

tercermindalampelaksanaan program, dapatdilihat pada tabel 2.9berikutini: 

Sasaran Strategis 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target Realisasi RPJMD 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

MeningkatkanKin
erja dan kapasitas 
pemerintah Desa 

% 
Desamaju&
mandiri 

% 6,25 6,25 6,25 6,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningkatkan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

% 
Desadengan
nilaiswaday
a 
Masyarakat 
lebihdari 
Rp.5 jt 

% 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 2.9 
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan BuluTahun 2016-2019 

 

NO Program Indikator Kinerja Satuan 
Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Tingkat Capaian pada Tahun ke- 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Program 
PelayananAdministrasiPerkant
oran 

% 
pemenuhanlayananad
ministrasiperkantoran 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
ProgramPeningkatan Sarana 
PrasaranaAparatur 

% 
saranaprasaranaaparat
urdalamkondisibaik 

% 60 65 70 75 60 65 70 75 100 100 100 100 

3 
Program 
PeningkatanKapasitasSumberD
ayaAparatur 

% 
pengelolaankepegawai
an yang 
dilaksanakantepatwakt
u 

% 75 80 85 90 75 80 85 90 100 100 100 100 

4 
ProgramPeningkatanPeningkata
nDisiplinAparatur 

% kehadiran ASN Tepat 
Waktu 

% 70 75 77 85 70 75 77 85 100 100 100 100 

5 
Programpeningkatanpengemba
ngansistempelaporancapaianki
nerjadankeuangan 

% 
pelaporancapaiankinerj
akinerja dan keuangan 
yang 
dilaksanakantepatwakt
u 

% 75 80 85 90 75 80 85 90 100 100 100 100 
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Tabel 2.10 

Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan BuluTahun 2020 - 2021 
 

NO Program Indikator Kinerja Satuan 
Target Renstra OPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- 

Tingkat Capaian 
pada Tahun ke- 

2020 2021 2020 2021 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Program 
ManajemenAdministrasiPelayanan
Umum, Kepegawaian dan 
KeuanganPerangkat Daerah 

- Persentase ketercapaian pelayanan umum 
- Persentase Ketercukupan sarana dan 

Prasarana Aparatur 
- Persentase Pemenuhan Pelayanan 

Kepagawaian 
- Persentase Pemenuhan Pelayanan 

Keuangan 

% 

90 
90 

 
90 

 
90 

95 
95 

 
95 

 
95 

90 
90 

 
90 

 
90 

Na 
Na 

 
Na 

 
Na 

Na 
Na 

 
Na 

 
Na 

2 Program Perencanaan dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase keselarasan perencanaan terhadap 
Capaian Kinerja Perangkat Daerah 

% 65 75 
 

65 Na Na 

3 Program 
PeningkatanKeterbukaanInformasi
Publik 

- Persentase informasi yang disampaikan ke 
publik 

- Jumlahinformasi yang disampaikankepublik 

% 
 

dokumen 

90 
 

2 

95 
 

2 

90 
 

2 

Na Na 

4 Program Peningkatan Kinerja 
Pemerintahan, Pembangunan, 
Pembinaan Kemasyarakatan dan 
Ketentraman Masyarakat 

- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan 
Desa/Kelurahan 

- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat 
- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban 

nilai 

6 
 

6 
 

6 
6 

7 
 

7 
 

7 
7 

6 
 

6 
 

6 
6 

Na 
 

Na 
 

Na 
Na 

Na 
 

Na 
 

Na 
Na 

 
 

3. CapaianIndikator Kinerja Kegiatan 
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Tabel 2.11 
Pencapaian IndikatorKinerja KegiatanKecamatan Bulu Tahun 2016 sampaidenganTahun 2019 

NO Indikator Kinerja sesuai Program  SKPD 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Realisasi Capaian Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 PelayananAdminstrasiPerkantoran bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 

3 Peningkatan Disiplin Aparatur bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 

5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah  
danPelayananUmum 

 

bln - - 12 12 - - 12 12 - - 100% 100% 

6 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 
 

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 100% 100% 100% 100% 

7 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama thn - - 1 - - - 1 - - - 1 - 

8 
Program Pembinaan dan PeningkatanSaprasPemuda  
Olahraga dan SeniBudaya 
 

thn 1 1 1 - 1 1 1 - 
100% 100% 100% - 

9 
PeningkatanJaminanKesejahteraanSosialkemasyarakata
n 
 

bln 12 12 12 12 12 12 12 12 
100% 100% 100% 100% 
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10 Program Pemberdayaan Masyarakat 
untukMenjagaketertiban dan kemananan 

thn 1 - 1 1 1 - 1 1 100% - 100% 100% 

 
Tabel 2.12 

Pencapaian IndikatorKinerja KegiatanKecamatan Bulu Tahun 2020sampaidenganTahun 2021 
 

NO Kegiatan 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi OPD 

TargetInd
ikatorLai

nnya 

Target RenstraSKPDTahunke- RealisasiCapaianTahunke- RasioCapaianpadaTahunke- 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Peningkatanmanaje
menadministrasipela
yananumum 

Persentasepemenuhanpelayan
anadministrasiperkantoran 

% 90 95 90 Na 100 Na 

2 Peningkatansarana dan 
prasaranaaparatur 

Jumlahketercukupansarana dan 
prasaranaaparatur 

Dokumen 3 12 3 Na 3 Na 

3 Peningkatankualitassumber
dayaaparatur 

Jumlahdokumenkepegawaian yang 
dikeloladenganbaik 

Dokumen 3 12 3 Na 3 Na 

4 Peningkatan dan 
pengembangansiste
mpelaporankeuanga
n 

- Jumlahdokumenpelap
orankeuangandengan
kualitasbaik 

- Persentasekeselarasa
nperencanaanterhad
apCapaian Kinerja 
Perangkat Daerah 

Dokumen 3 12 3 Na 3 Na 

5 PenyusunanDokumenPere
ncanaanPerangkat Daerah 

Jumlahdokumenpelaporankinerja 
yang disusun 

Dokumen 2 12 2 Na 2 Na 

6 PenyusunanDokumenEvaluasi 
Kinerja Perangkatdaerah 

Jumlahdokumenpelaporankinerja yang 
disusun 

Dokumen 2 12 2 Na 2 Na 

7 Pengelolaanketerbukaaninf
ormasipublik 

- Persentaseinformasi yang 
disampaikankepublik 

- Jumlahinformasi yang 
disampaikankepublik 

%/Dokumen 

 

 

95 

 

2 

95 

 

12 

95 

 

2 

Na 

 

Na 

100 

 
2 

Na 

 
Na 

 

8 

FasilitasiPenyelengg
araanPemeriintaha
nDesa/Kelurahan 

- Persentasepelaksanaanpe
mbangunansecaraswakel
ola 

- PersentasepenetapanAPB
Destepatwaktu 

% 100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

Na 

 

 

Na 

100 

 

 
100 

Na 

 
 

Na 
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9 FasilitasiPemberdayaan 
Masyarakat Desa 

- Persentasepelaksanaanpe
mbangunansecaraswakel
ola 

- PersentasepenetapanAPB
Destepatwaktu 

% 100 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

Na 

 
 

Na 

100 

 

100 

Na 

 
 

Na 

10 FasilitasiPeningkatanKesejah
teraan Masyarakat 

Persentaselembagakesejahteraanmasy
arakatdesa/kelurahan yang aktif 

% 100 100 100 Na 100 Na 

 

11 

PembinaanKetentraman 
dan Ketertiban 
Masyarakat 

Persentasepenyelesaianpermasalah
an K-3 (Ketertiban, ketentraman 
dan keindahan) 

% 100 100 100 Na 100 Na 

 

 

Tabel 2.13 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan KecamatanBulu Tahun 2016 – 2020 

No Program 
AnggaranTahun RealisasiTahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

  BELANJA           

A BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

1.992.335.000 1.463.751.000 1.688.759.000 1.826.913.497 1.696.826.000 1.811.214.127 1.391.291.894 1.561.120.618 1.814.103.853 1.608.147.172 

  BelanjaPegawai 1.992.335.000 1.463.751.000 1.688.759.000 1.826.913.497 1.696.826.000 1.811.214.127 1.391.291.894 1.561.120.618 1.814.103.853 1.608.147.172 

  Gaji dan Tunjangan  1.230.351.000 1.162.359.000 1.338.113.497 1.268.426.000  1.200.991.894 1.149.262.618 1.333.851.853 1.235.937.172 

  BelanjaTambahanPe
nghasilan PNS 

 233.400.000 526.000.000 488.800.000 428.400.000  190.300.000 411.858.000 480.252.000 372.210.000 

B BELANJA 
LANGSUNG 

847.560.000 695.150.000 480.060.000 877.424.000 903.823.300 821.579.480 653.626.200 474.293.700 687.967.203 699.417.545 

 Program 
PelayananAdministr
asiPerkantoran 

147.100.000 128.350.000 130.050.000 180.799.000  136.733.000 124.378.000 129.018.200 173.989.692  

 ProgramManajeme
nAdministrasipelaya
nanumum, 
Kepegawaian dan 
KeuanganPerangkat 
Daerah 

    409.600.000     368.420.155 

 Program 
Peningkatansarana 

451.000.000 258.200.000 55.200.000 231.400.000   443.123500 250.055.700 52.630.000 76.224.080  
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dan 
prasaranaaparatur 

 Program 
PeningkatanDisiplin
Aparatur 

16.000.000 10.000.000 10.000.000 800.000   15.950.000 10.000.000 9.960.000 0  

 Program 
PeningkatanPengem
banganSistemPelap
oranCapaian Kinerja 
dan  Keuangan 

2.100.000 16.350.000 9.000.000 16.000.000  2.100.000 15.350.000 9.000.000 16.000.000  

 Program 
PenunjangPemerint
ahanKecamatan 

   448.425.000     421.753.431  

 Program 
Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

    30.100.000     0 

 Program 
PeningkatanFungsiP
emerintahanDesa 

153.360.000 186.250.000    149.960.000 160.235.000    

 Program 
Peningkatansarana 
dan 
prasaranaPemerinta
h dan 
PelayananUmum 

  10.360.000     9.760.000   

 Program 
Peningkatan 
Keterbukaan 
Informasi Publik 

    24.200.000     0 

 Program 
Peningkatan 
FungsiPemerintahan
Desa 

  143.450.000     143.450.000   

 Program 
Peningkatan 
PelayananKehidupa
nBeragama 

  10.000.000     9.850.000   

 Program 
peningkatan kinerja 
pemerintah,pemban
gunnan,pembinaan 
kemasyarakatan 
dan ketentraman 
masyarakat 

    439.923.300     330.997.390 
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 Program Pembinaan 
dan Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Pemuda, 
Olah Raga dan 
SeniBudaya 

50.000.000 80.000.000 85.000.000   50.000.000 79.400.000 85.000.000   

 Program 
PeningkatanJamina
nKesejahteraanSosi
alKemasyarakatan 

28.000.000 16.000.000 18.000.000   23.571.500 14.327.500 17.557.500   

 Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
untukMenjagaKeter
tiban dan 
Keamanan 

  9.000.000     8.068.000   

Jumlah 2.839.895.000 2.158.901.000 2.168.819.000 2.600.649.300 2.704.337.497 2.456.358.607 2.044.918.094 2.035.414.318 2.307.564.717 2.502.071.056 

Persentase      86,50% 94,72% 93,85% 88,73% 92,52% 
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Adapun secara garis besar, pelayananadministrasi diKecamatanBuluterbagidalam 2 (dua) 

kelompok,yaitupelayananPerijinan dan Non Perijinan:  

1) KelompokPerijinanterdiridariIjin Usaha Mikro (IUM) . 

Pelayananperijinaninimulaidilimpahkan oleh bupatikepadacamatsejaktahun 2015. Dan 

mulaiefektifberlakusejakJanuaritahun 2016.Yang masukdalamkatagori IUM inibesar 

modal usahanyasampaidengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluhjuta rupiah). 

Outputnyaadalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat 

.Pelayanan IUM diberikanuntukantaralain :IjinmendirikanWarungmakan, Warung Kopi, 

tokokelontong, bengkel, sektorjasafoto copy, warnet, dan home industrilainnya. 

2) Kelompok Non Perijinan 

a) PelayananRekomendasi 

Pelayanrekomendasiini pada prinsipnyamemberikanrekomendasi dan 

ataulegalisasisuratmenyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : 

Legalisasipengajuan SuratIjin Usaha Perusahaan (SIUP),Ijinkeramaian, SKCK,IMB, 

SKTM,Pindahpendudukkeluar, Nikah, Domisili, Alihfungsilahanpertanian Surat 

KeteranganWarisdll. 

b) PelayananAdministrasiKependudukan 

Pelayananadministrasikependudukaninimeliputipenerbitansuratpindahantarkecama

tan,entri data dan perekaman E KTP, PencetakanKK. ( Kartu keluarga 

)PelayananCamatSelakuPejabatPembuatAkta Tanah 

Meliputibeberapapelayananakta – aktasepertiPembagianHarta Bersama (PHB) , 

AktaJualBeli, Waris, Hibah.dll. 

Untuklebihjelasnya daftar pelayananadministrasiterpadu di 

KecamatanBuludapatdilihatpada tabel 2.13 – 2.14kurunwaktu2019 – 2021. 

 
 

Tabel 2.13 
PelayananNon Perijinan2019 – 2021 

 

NO. JENIS PERIJINAN 

TAHUN 

2019 2020 
2021 

(sd. September 2021) 

1 PindahPenduduk 296 257 160 

2 SKCK 293 507 203 

3 Perijinan HO 1 8 - 

4 Perijinan IMB 9 7 - 

5 PerijinanKeramaian 15 16 9 

6 Legalisasi Surat Keterangan 1.524 529 369 

7 Legalisasi Nikah 471 432 65 

8 KK 1.872 1.554 355 
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TOTAL 4.481 3.310 1.161 

Tabel 2.14 
PelayananPejabatPembuatAkta Tanah KecamatanBulu2019 – 2021 

 

NO JENIS PELAYANAN 

TAHUN 

2019 2020 
2021 

(sd. September 2021) 

1 AKTA JUAL BELI 11 7 - 

2 AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 2 - - 

3 AKTA HIBAH 7 1 - 

4 AKTAWARIS - - 4 

TOTAL 20 9 4 

2.4.3  PotensiSumberDayaAlam di Wilayah KecamatanBulu 

Sesuaidengankondisigeografis di wilayah KecamatanBulusecaraumum, 

makapotensiSumberDayaAlam di KecamatanSulangantaralain : 

1. Potensibidangpertanian 

- Padi, jagung, kedelai, Ketela, Pisang dan hasilPertanianlainnyajenisbuah-

buahansepertiKedondong, Durian, Alpokat yang sangatpotensial dan 

cocokuntukdikembangkan di wilayah Kecamatan Bulu (sudahbanyakmasyarakat di 

Kecamatan Bulu yang berbudidaya).  

Semuakomoditidiatassangatdipengaruhi oleh iklim di wilayah, 

sehinggaproduktifitasdari masing-masing komoditimasihrendahkuantitas dan 

kualitasnya, yang akanberpengaruhterhadapnilaiproduktifitas dan nilaijualnya. 

- Tembakau dan Tebu 

Tembakau dan tebumerupakankomiditipetani yang 

merupakanusahabagipetanihinggasaatini, karenanilaijualproduksidritembakau dan 

tebuinibisamemenuhiharapan para 

petanidibandingkandengankomoditipertanianlainnya, 

disampingituduakomoditasinibisadikembangkankearahtanamanindustripertanian 

yang lebihluas. 

2. Potensi Hasil Kerajinan 

- Kerajinan Batik 

Terdapat di DesaBuluKecamatanBulu. 

-       KerajinanJanggel Craft  

Terdapatdi DesaSendangmulyoKecamatanBulu. 

3. Potensi Hasil Industri 
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- Tahu dan Tempe di DesaMantingan, Desa Bulu dan DesaPasedan, Krupuk di 

DesaKadiwono dan LambanganWetan dan Pinggan, Criping di DesaSendangmulyo 

dan Mlatirejo 

 

4. PotensiDesaWisata 

Di wilayah KecamatanBuluterdapatbeberapadesa yang memilikisumberdayaalam yang 

berpotensidikembangkanmenjadidesaWisatadiantaranya : 

- DesaKadiwonodenganwisata “Taman Pandansili “ 

- DesaMantingandenganpotensialam “Air TerjunKedungGrenjeng“ 

- DesaBulu denganWisata“ Taman Batik AkarKartini” 

-      Desa Karangasem denganWisataAlam “Simo Turun” 

-      DesaMlatirejodenganWisataAlam “Goa Serojeh” 

2.5 Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan KecamatanBulu. 

BerdasarkanevaluasikinerjaKecamatanBulusertaupayapeningkatankualitaspelayanankep

adamasyarakatgunamewujudkanpemerintahan yang baik (good governace) dan pemerintahan 

yangbersih (clean governance)sertaberdasarkanhasilanalisis terhadap 

laporanakuntabulitaskinerjapemerintahKecamatanBuluTahun2021,maka dapat dikemukakan 

beberapa tantangan dan peluangKecamatanBulukurunlimatahunmendatangsebagai berikut : 

a. TantanganTerhadapPengembanganPelayanandi Kecamatanadalah: 

1. Tingginyatuntutanmasyarakatterhadapaparaturpemerintahdalammemberikanpelayana

nkepadamasyarakat 

2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap pola pikir dan persepsimasyarakat. 

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya 

pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayananmasyarakat 

4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi 

denganPerangkat Desa belum bisaoptimal 

5. Jumlahdesa yang harusdilayani ( 16desa) 

6. PeningkatanKualitasaparaturkecamatan dan 

pemerintahdesadalamimplementasiUndang-Undang No. 6 Tahun 2014tentangDesa; 

7. Perkembanganekonomi global yang sangatcepatsepertiPelaksanaan 

Eraperdaganganbebas Masyarakat EkonomiAsean (MEA) yang perludipersiapkan dan 

diantisipasisejakdini oleh masyarakat; 
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8. Masih tingginyaangkakemiskinan dan pengangguran 

9. Rendahnyaparsitipasi dan peransertamasyarakatdalampembangunan 

10. Tuntutantransparansi dan akuntabilitaskinerjaPerangjkatandaerah. 

b. PeluangTerhadapPengembanganPelayanan 

1. PelaksanaanUndangUndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah, 

sertapelimpahanKewenangandariPemerintah Pusat dan PemerintahDaerah/Bupati yang 

didelegasikankepadaCamat 

2. PelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa; 

3. Pemberianotonomi yang luasdisertaidukunganpendanaandari APBD melalui ADD 

kepadapemerintahdesauntukmenyelenggarakanfungsipemerintahan, 

pelayananumum,pembangunan, pemberdayaanmasyarakat,KesejahteraanMasyarakat 

danKetentraman dan KetertibanUmum; 

4. DukunganpendanaandariPemerintahDaerahuntukmenunjangpelaksanaantugaspokok 

dan fungsiKecamatan; 

5. Semakin meningkatnya anggaranPemerintah yang dialokasikankepada Desa baikberupa 

Dana Desa maupunDana lainnya. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananKecamatanBulu 

 Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu 

maka diperlukan tentang potret Kecamatan Bulu saat ini. Adapun potret dan 

permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut : 

3.1.1. BidangPemerintahan 

a. Kondisi 

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar PelayananKecamatan 

2. Masih rendahnya sumber daya manusia PerangkatDesa 

3. Belum efektifnya pengawasanmelekat  

4. Kurang validnyadata yang mendukungperencanaan program pembangunandi 

wilayah kecamatan 

5. Rendahnyakualitas dan akurasi datayang ada di Desa 

6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalahhukum 

b. Permasalahan 

1. Belumoptimalnyapelaksanaapemerintahanyangtransparan, akuntabel, 

danpartisipatif. 

2. Belum memadainyaSarana prasaranapenyelenggaraanpelayanan PATEN. 

3. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa belummerata. 

4. Belum optimalnyapengelolaandan 

pemanfaatanSistemInformasiDesasecaraberkala dan terintegrasi. 

5. Belum adanyasistempenyediaan basis data kependudukan yang 

terintregasiantaraDesa dan Kecamatan. 

6. Rendahnya kesadaran hukummasyarakat. 

3.1.1. BidangEkonomi 

a. KondisiEkonomi 

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber dayaalam. 

2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masihrendah. 

3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk 

luar(kualitas dankuantitas). 

4. Penjualan hasil pertanian belumoptimal. 

5. Potensiindustrikecilterutamaolahandarihasilpertanian. 

6. Potensibudidayatembakau. 
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b. Permasalahan 

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakinmenurun 

2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan 

pendukung pemberdayaanmasyarakat 

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi 

dalampengembanganekonomipedesaanantarpemerintahdesadenganperangkatd

aerahmaupun stake holder/pelakuusaha 

4. Belum adanyavalidasii data 

potensipertanianmaupunIndustrirumahansecaraberkalabaik di 

desamaupuntingkatKecamatan. 

3.1.2. BidangFisik dan Sarana Prasarana 

a. KondisiSaatini 

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang 

belummemadaisebagaifasilitaspenghubungantardesamaupunkecamatan 

2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan 

b. Permasalahan 

1. Diperlukanpelebaranjalan,normalisasidanperbaikangeometrijalan terutama di 

daerahperbatasan 

2. Masih terbatasnyasarana prasarana pengolahan air. 

3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengankondisi yang belummemadai 

3.1.1. Bidang SosialBudaya 

a. Kondisi SaatIni 

1. Masih tingginya jumlah rumah tanggamiskin 

2. Masih banyaknyapengangguran 

3. Masih adanyasaranaprasaranasekolah yang kurangmemadai 

4. Masih banyaknyakasuspenyakitmenular 

5. Masih adanyakasusgiziburuk 

6. Adanyabeberapadesa yang memilikipotensiseni tari 

b. Permasalahan 

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belumterfasilitasi. 

2. Kurangnyaminatanakuntukmelanjutkanpendidikanberbasislapangan kerja. 

3. Rendahnyapartisipasimasyarakatdalamupayapenyehatanlingkungan dan 

masyarakat. 

 
 
 



 

31  

 
Tabel 3.2.  

Data IdentifikasiPermasalahan 
PemetaanPermasalahanuntukPenentuanPrioritas dan Sasaran PembangunanDaerah 

     

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

1 2 3  4 

1 PelayananPublik 

(PatenKecamatan) 

Belum 

optimalnyapenyelenggaraanPelayananPublik 

(Paten) di KecamatanBulu 

- 
TempatPelayananbelumMemadai 

  

- 
Jaringan Internet Terhalangadakendala 

  

- 

PersonilPemberiPelayananbelumpernahmendapatpelatihancaramemberipelayanan 

yang baik 

  

  

  

2 Tingkat Kemiskinan Masih Tingginyaangkakemiskinan - 
Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel 

  

- Masih di jumpai program kemisikan yang tidaktepatsasaran 

3 Ketentraman dan 

KetertibanUmum 

Operasionalkafe/karaoke, warung kopi, dan 

PKL yang belumsesuaidenganketentuan 

- 
Ada yang menempati area milikKeretaApi 

  

- 

Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel   

  

- Perijinan 

- 
Pembinaan dan Pengawasan yang masihkurang 

  

4 ReformasiBirokrasi Masih rendahnyanilai SAKIP - MayoritasBirokrasibelumpernahmemperolehBimtek 

5 KemandirianDesa Tingkat KemandirianDesamasihRendah 
- Masih banyaknyaDesa yang belummempunyai BUMDES 

-  PerangkatDesa   dan 

tingkatpendidikanKades 

dan PerangkatDesa 

   * JumlahKades : 16 Kades 

      - Ijazah 

         SLTP  : 1 

         SLTA  : 11 

Diploma  : 1 

Sarjana  :  3 

* JumlahPerangkatDesa : 

117 
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         SD            :  3 

         SLTP : 10 

         SLTA :77 

         Diploma : 5 

       S1     :  22 

 

 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  

3.2.1   Visi 

 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhirperiode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai 

arahpembangunan atau kondisi masa depan daerah yangingindicapai dalam 5 (lima) 

tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawabpermasalahanpembangunan 

daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangkamenengah. 

VisiKabupatenRembangTahun2021-

2026merupakangambaranpernyataankondisiKabupatenRembang yang dicita-citakan 

pada tahun 2026. Upayauntukmencapaikondisitersebutdijabarkandalammisi, tujuan dan 

sasaran yang terukur yang menggambarkanupaya yang akandilakukan oleh 

PemerintahKabupatenRembangdalammewujudkanpencapaianvisitersebut. 

Misiselanjutnyadijabarkanlebihoperasionalkedalamtujuan dan sasaran yang 

disertaidenganindikator yang digunakanuntukmengukurkeberhasilanpencapaianvisi. 

Dengan mempertimbangkan arahpembangunanjangkapanjangdaerah, kondisi, 

permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi sertaisu-isu strategis maka 

visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:“REMBANG GEMILANG 2026” 

Penjabaranvisitersebutsebagaiberikut:Rembang Gemilang menggambarkan suatu 

semangatmewujudkanmasyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi 

ekonomi, melaluipembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram 

dalamkehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik 

danmendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan 

kesehatanyangberkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling 

tenggang rasayang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih 

mandiri. 

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG: 
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Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomiwarganya untuk 

mencapai terwujudnya masyarakatyangsehat,terdidik,memilikikemampuan ekonomi 

memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupansosial dan spiritualnya. 

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia danpenanganan secara 

optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsipgampil atau mudah 

diakses masyarakat. 

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukungpeningkatan 

pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yangtransparan, terukur dan 

akuntabel. 

3.2.2Misi 

 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakandilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktorlingkungan strategis internal dan 

eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagaiberikut: 

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata 

kerjabirokrasi.Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur 

yangprofesional dan pelayanan prima melalui smart government yang 

terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahandaerah 

yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukanpeningkatan kinerja birokrasi 

melalui inovasi dan adopsi teknologi yangterpadu. 

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas 

danterproteksidalamjaminansosial. 

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan 

kemudahansertamenjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan 

kesehatanyang bermutu, adil dan merata. 

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhanberkualitas 

dan berkeadilan. 

Pemerintah Kabupaten Rembang berkominten untukmeningkatkanpembangunan 

infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi denganmengutamakan pemenuhan 

kebutuhan dasar sesuai daya dukunglingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain 

itu, mendorongkesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan 

melaluipertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, 

seperti,pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata. 

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal. 

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untukmewujudkanpeningkatan desa 
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maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaanKeuangan  Desa dan peningkatan 

Pendapatan Desa. 

 Dalamrangkamewujudkanvisi dan 

misitersebutKecamatanBulusebagaiPerangkatDaerah yang 

berfungsimembantuBupatidalammenjalankantugaspemerintahanumum dan 

melaksanakankewenanganpemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupatidalammenjalankanurusanotonomidaerah dan 

tidaksecaralangsungmenyelenggarakanurusanwajib dan 

urusanpilihanmakaadabeberapatujuan yang berkaitanerat yang 

harusdilaksanakangunamendukungpelaksanaanmisitersebut. Uraiantugaspokok dan 

fungsiKecamatanlebiheratkaitanyadenganpelayankepadamasyarakat, fasilitasi dan 

koordinasipelaksanaan programpemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, 

pelindungansosial, keamanan dan ketertiban yang harusdiselenggarakan di Desa. 

Untukmencapaivisi dan 

misitersebutdibutuhkankualitasperencanaanyangberkelanjutan,makapadasetiaptingkat

andantahapanPerencanaanharusselarasdankonsisten.Untukmencapaikualitasperencan

aan yang berkelanjutan ,maka pada setiaptingkatan dan 

tahapanperencanaanharusselaras dan konsisten. 

Keselarasanhubunganantaramisi RPJPD denganmisi RPJMD dapatdilihat 

padagambarberikut : 

 
MISIRPJMD Tahun2021-2026 

Misi 1:  
Mengembangkanprofesio
nalisasi, 
modernisasiorganisasai 
dan tata kerjabirokrasi 

Misi 2:  
Mengembangkansumberda
yamanusia 
yangsemakinberkualitas 
danterproteksidalamjamina
nsocial 

Misi 3:  
Membanguninfrastruktur 
dan 
ketahananekonomiuntukp
ertumbuhanberkualitasdan
berkeadilan 
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Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang 

denganMisiRPJMDKabupatenRembangTahun2021-2026 

3.3  TelaahRencana Tata Ruang Wilayah  

Upayapeningkatankesejahteraanmasyarakatdapatdilakukanmelaluioptimalisasipemanfa

atanruang wilayahsecaraberdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan 

berkelanjutan. Hal initelahdiaturdalamPeraturan Daerah KabupatenRembangNomor 14 Tahun 

2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah KabupatenRembangTahun 2011- 2031.Penyusunan 

tata ruang danwilayah di Kabupaten / Kotaberdasarkanamanatpasal 25 Undang-UndangNomor 

26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, Penyusunan RTRW, harusmengacu pada rencana tata 

ruang wilayah nasional;rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan 

petunjukpelaksanaanbidangpenataanruang dan rencanapembangunanjangkapanjangdaerah. 

Berdasarkanpasal (4)Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentangRencana Tata 

Ruang Wilayah KabupatenRembangTahun 2011- 2031 

disebutkanbahwatujuanpenataanruangadalah : untukmewujudkanpenataanruang wilayah 

daerahRembangsebagaikawasanpantaiunggulan yang didukungpengembangansektorkelautan 

dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industridalamketerpaduanpembangunan wilayah 

utara dan selatansertaantarsektor yang berwawasanlingkungan. 

Kebijakanpenataanruangwilayah daerahtersebutmeliputi: 

1. Pengembanganpotensisektorpertaniandibagiantengah dan selatan 

Misi4:Mengembangkan 

KemandirianDesaber
basisPotensiLokal 

MISIRPJD Tahun2005-2025 

Misi 1 : 
Mewujudkansumberdayam
anusia yangberkualitas 

 

Misi 2 : 
Mewujudkanpengembanganpe
rekonomian dan 
dayasaingDaerah 

Misi 3: Mewujudkan 
TataPemerintahanyangba
ik 

Misi4:Mewujudkan 

pengembanganinfrastruktury
angmemadai 
Misi5:Mewujudkan 

pengelolaansumberdayaal
amyangberkelanjutan 
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2. Pengembanganpotensisektorperikanankelautan di bagianutara; 

3. Pengembanganpotensisektorpertambangan; 

4. Pengembanganpotensisektorindustri; 

5. Pengembangan dan pemanfaatanfungsipusatpelayanan yang 

terkoneksidengansistemprasarana wilayah dalamrangkapengurangankesenjanganantar 

wilayah; 

6. Pengelolaansumberdayaalam yang berkelanjutan; 

7. Peningkatanfungsikawasanuntukpertahanan dan keamanan negara. 

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah KabupatenRembangditempuhmelalui strategi 

pengembanganpotensimasing masingserktor yang meliputi : 

1. Strategi pengembanganpotensisektorpertaniandibagiantengah dan selatanterdiridari 

a. Mengembangkankawasanproduksipertanian; 

b. Mengembangkankawasanagropolitan; 

c. Mengembangkanprodukunggulanperdesaan; dan 

d. Mengembangkanprasarana dan saranakawasanperdesaan. 

2. Strategi pengembanganpotensisektorperikanan dan kelautan di bagianutarameliputi: 

a. Mengembangkankawasanperuntukanperikanantangkap; 

b. Mengembangkankawasanperuntukanperikananbudidaya; 

c. Mengembangkankawasanwisatabahariterpadu; 

d. Mengembangkankawasanperuntukanindustripengolahanperikanan; 

e. Mengembangkankawasanpelabuhanperikanan dan pelabuhanumum; 

f. Mengembangkankawasanpesisirkabupatensebagaikotapantaiunggulan; 

g. Menetapkandan mengembangkankawasanminapolitan; 

h. Mempertahankanluasanlahanperikanandarat yang 

telahditetapkansebagaikawasanminapolitan; 

i. Mengembangkankawasanminapolitan yang meliputisubsistemhulu, 

subsistemusahaperikanan, subsistemhilir dan subsistempenunjang; dan 

j. Mengembangkansentra-sentraproduksi dan usahaberbasisperikanan,dan 

dilengkapidengansarana dan prasarana yang 

memadaisebagaipendukungkeanekaragamanaktivitasekonomi 

3. Strategi pengembanganpotensisektorpertambangan 

a. Mengkajikawasanpotensipertambangan dan zonasi wilayah pertambangan; 

b. Mengelolakawasanperuntukanpertambangansesuaiperaturanperundangan yang berlaku; 

c. Merehabilitasi dan merevegetasikawasanbekaspertambangan; dan 

d. Mengelolalingkungansekitarkawasanperuntukanpertambangan. 
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4. Strategi pengembanganpotensisektorindustrimeliputi : 

a. Mengembangkankawasanperuntukanindustri yang terletak di semua wilayah kecamatan; 

b. MembangunkawasanindustriKabupatenRembang; dan 

c. Mengembangkan dan pemantapanklasterindustri. 

5. Strategi pengembangan dan pemantapanfungsipusatpelayanan yang 

terkoneksidengansistemprasarana wilayah dalamrangkapengurangankesenjanganantar 

wilayah meliputi : 

a. Mengembangkan dan memantapkansistempusatkegiatan; 

b. Mengembangkansistemjaringanprasaranatransportasi; 

c. Mengembangkansistemjaringanprasaranasumberdaya air; 

d. Mengembangkansistemjaringanprasaranaenergi/kelistrikan; 

e. Mengembangkansistemjaringanprasaranatelekomunikasi; dan 

f. Mengembangkansistemjaringanprasaranalingkungan. 

6. Strategipeningkatanfungsikawasanuntukpertahanan dan keamanan Negara meliputi : 

a. Mendukungpenetapan KSN denganfungsikhususPertahanan dan Keamanan; 

b. Mengembangkankegiatanbudidayasecaraselektif di dalam dan di sekitar KSN 

untukmenjagafungsiPertahanan dan Kemanan; 

c. Mengembangkankawasanlindung dan/ataukawasanbudidayatidak 

d. Terbangundisekitar KSN dengankawasanbudidayaterbangun; dan 

e. Turutmenjaga dan memeliharaaset-asetpertahanan/TNI. 

StrukturRuang DaerahKabupatenRembangmeliputi : 

1.Sistempusatkegiatan dan 

2.sistemjaringanprasarana wilayah  

Sistempusatkegiatanterdiridarisistemperkotaan dan sistemperdesaan. 

1. SistemPerkotaanmeliputi :  

a. Pusat KegiatanLokal (PKL)adalahKecamatanBuluadalahkawasanperkotaan yang 

berfungsiuntukmelayanikegiatanskalakabupatenataubeberapakecamatan. 

b. Pusat KegiatanLokalpromosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikanmenjadiPKLp yang 

berfungsiuntukmelayanikegiatanskalaKabupatenataubeberapaKecamatan, yang 

meliputi :PerkotaanLasem; PerkotaanPamotan; dan PerkotaanKragan. 

c. Pusat PelayananKecamatan (PPK ) adalahkawasanperkotaan yang 

berfungsiuntukmelayanikegiatanskalakecamatanataubeberapadesa, yang meliputi : 

PerkotaanRembang; PerkotaanSluke; PerkotaanKaliori; PerkotaanRembang; 

PerkotaanSumber; Perkotaan Bulu; PerkotaanGunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; 

dan Perkotaan Sarang. 
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Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan 

Bulu Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat 

pemerintahan Kecamatan Bulu, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, 

pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi 

simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah Kecamatan sekitarnya dan kedepan mempunyai 

peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timurKabupaten 

Rembang (Lampiran VIII Perda RTRW). 

Disampingmelakukantelaahterhadap RTRW KabupatenRembang, juga perlu dilakukan 

telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD 

KabupatenRembang Tahun 2021-2026. Pemerintah KabupatenRembang wajib melaksanakan 

KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan Pembangunan Daerah, 

yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat 

diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan 

program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di 

KabupatenRembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar 

dapat terwadahi dalam dokumenRPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam 

bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi 

dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan 

diKabupatenRembang. 

Berdasarkanhasil proses KLHS Penyusunan RPJMD KabupatenRembang Tahun2021-

2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS 

sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta 

rinciananya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang  

Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan 

Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai 

dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan 

hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan 
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kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang 

kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026; 

2. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum 

Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahyna Kualitas SDM, (3) 

Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) 

Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, 

(8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, 

(10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih 

terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan 

Persampahan; 

3. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD 

Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.  

4. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi danalternatif 

program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan 

Adapun faktor-faktorpenghambat dan 

pendorongpelayananperangkatdaerahsebagaiimplikasi RTRW dan KLHS 

adalahsebagaimanatersebutdalamtabel3.2  : 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bulu yang 

MempengaruhiPencapaianVisiMisiKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
 

No FaktorPendorong FaktorPenghambat 

1 Eksistensi keberadaan Kantor KecamatanBulusebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan 

danpelayanan publik 

Sarana dan 

PrasaranaInftastrukturpelayananpublik yang 

kurangmemadai 

2 Penetapanperdarencana tata ruang dan 

wilayahsebagaipedomangunamewujudkanketerpaduanpembangunanantarsektor dan ruang 

wilayah yang merupakanarahanlokasiinvestasipembangunan yang dilaksanakanpemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha 

Rendahnyakesadaranakan arti 

pentingnyapenataanruang dan 

pemanfaatanruangsesuaiPerdaRTRWyang 

ditetapkan 
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No FaktorPendorong FaktorPenghambat 

3 PendelegasiankewenanganBupatikepadaCamatdalamPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan 

( PATEN) 

KeterbatasanSDM aparatur dan 

infrastrukturSarpraspenunjangpelayanan 

4 Sustainable devolepment(pembangunanberkelanjutan) Kurangnyapemahamanmasyarakatdan dunia 

usahadalammenjagakelestarianalam dan 

lingkungan 

5 Pengembanganpotensipertanian dan perkebunan Kurangnyapembinaan dan 

pendampingandalampengolahanhasilpertanian 

dan perkebunan 

6 Ketahananpangan dan energi Perubahanalihfungsilahan 

 

3.4  TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA 

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke 

depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan 

ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:  

a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.  

b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.  

c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.  

d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.  

e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.  

f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.  

h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.  

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.  

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 

(lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:  

a. Pembangunan SDM  

b. Pembangunan Infrastruktur  

c. Penyederhanaan Regulasi  

d. Penyederhanaan Birokrasi  

e. Transformasi Ekonomi  

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi 

POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, 

Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh 
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pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan 

Misitahun 2020-2024. 

a. Visi 

Visi Kementerian Dalam Negeri “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, 

Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri”, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci 

yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Adaptif.  

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai 

bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian 

yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki 

tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan 

yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan 

fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai 

masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang 

lebih efektif dan mengena bagi rakyat.  

2.  Profesional.  

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan 

kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, 

sesuai tugas dan fungsinya.  

3.  Proaktif.  

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai 

bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil 

inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam 

Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat 

dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran 

dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi 

dalam  membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan 

dalam negeri.  

4.  Inovatif.  
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Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk 

melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga 

sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan 

kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam 

kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan 

pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. 

Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih 

berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik.  

b. Misi 

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:  

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Persatuan 

dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri.  

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam 

rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.  

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan 

desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, 

penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah 

desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta 

penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.  

c. TujuanStrategis 

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian 

Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:  

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).  

2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik 

yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).  

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

(T3).  

d. SasaranStrategis 

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian 

Dalam Negeri, sebagai berikut:  



 

43  

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis: Meningkatkan kualitas 

demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur 

ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:  

a. Indeks Demokrasi Indonesia.  

b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.  

c. Indeks Kinerja Ormas.  

2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran 

Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:  

a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.  

b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).  

c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.  

d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.  

3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai  

tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu  

      a. Indeks Kewaspadaan Nasional.  

     1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator  

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:  

a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.  

b) Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.  

b. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), 

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis 

ini, meliputi:  

a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam 

Pelajaran (JP) per tahun.  

b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.  

c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.  

d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.  

c. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan  

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu  

1. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.  

d. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional,  

proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur  

ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:  
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1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah.  

2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.  

4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.  

5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori 

nilai “Baik”. 

6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.  

7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.  

8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori 

“utama”.  

9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.  

10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.  

e. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan  

tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator  

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:  

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.  

2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan Data 

Kependudukan Nasional untuk pelayanan publik (komulatif).  

3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator 

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks 

Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.  

f. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:  

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

(SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja 

Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. 

2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), 

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis 

ini, meliputi: 

a) Indeks Pengawasan Internal.  

b) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.  

g. Meningkatnya kemanfaatanhasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama  

dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan  

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu  

persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan  
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Kementerian Dalam Negeri. 

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada KantorKecamatanBuluditinjau 

darisasaran jangka menengah Renstra K/L : 

1. Belum semuaaparatKecamatanBulu mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku; 

2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ; 

3. Belum optimalnya peranserta dan partisipasi PemerintahDesamaupunmasyarakat dalam 

proses perencanaan,pelaksanaanmaupunpengawasanpembangunan perdesaan; 

4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupunUPT) yang 

diharapkan dapat memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan 

Pemberdayaan Masyarakat desa serta pelaksanaa tugas yang di limpahkan oleh Bupati. 

 

3.5Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isustrategisberdasarkantugasdanfungsiKecamatanBuluadalahkondisiatauhal yang 

harusdiperhatikandalammengkoordinasikanpenyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati 

untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten,karenadampaknyayang signifikan di masa depan. Suatukondisiataukejadian yang 

menjadiisustrategisadalahkeadaanyang 

apabilatidakdiantisipasiakanmenimbulkankerugianyanglebihbesaratauapabilatidakdimanfaatka

nakanmenghilangkanpeluanguntukmeningkatkanlayanankepadamasyarakatdalamjangkapanja

ng. 

Pada Dokumen RPJMD KabupatenRembangtahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) 

isustrategisyaitu : 

(1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan; 

(2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta 

pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan; 

(3)Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban 

penyediaaninfrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku; 

(4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor 

perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan; 

(6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, 

epidemi, dan pandemi) dan; 

(7) Perlunya penguatan kemandirian desa.  
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Dari ketujuhisustrategistersebut yang terkaitdengantugas dan 

fungsiKecamatanBuluadalahisustrategispertama dan ketujuhyaitu“ PerlunyaPenguatanKualitas 

Tata Kelola Pemerintahan  dan Perlunya Penguatan Kemandirian Desa”.Terdapat 

permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan  penanganan. 

Makaperumusanisustrategis di KecamatanBulutahun 2021-2026 adalahsebagaiberikut: 

1. PerlunyapeningkatankualitasPelayananPublik; 

2. PerlunyapeningkatankualitaspenyelenggaraanPemerintahanDesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan sasaranJangkaMenengah 

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “Mengembangkan Profesionalisasi, 

Modernisasi Organisasai dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari Misi tersebut jika diturunkan lebih 

lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang 

Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut 

dalam konteks Kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator 

“Indeks Pelayanan Publik”. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah, pada 

Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Guna 

mendukung pencapaian Sasaran dan Iindikator tersebut, maka Kecamatan memiliki program 

dan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:  
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1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik dengan indikator 

Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat;  

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase 

Dana Desa/Kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat dan Jumlah desa dengan 

swadaya masyarakat ≥ Rp 20.000.000,00 

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator 

Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik;  

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Cakupan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;  

5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Penyelenggaraan 

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

4.1.1 Tujuan 

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Bulu Kabupaten 

Rembang dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021-2026, adalah : 

“ MeningkatkanKualitasPelayananPublik” 

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD 

Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan 

bersih. 

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 

Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang wajib menjadi 

koordinator yang mampu menyelenggarakanPemerintahan di Wilayah KecamatanBulu 

yang baik melalui pemberianpelayananbagimasyarakat yang prima, 

mewujudkankeberdayaanmasyarakat dan menjagaketentraman dan 

ketertibanlingkungansehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang dapat 

tercapai. 

4.1.2 Sasaran 

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran daerah, pada Kecamatan telah 

ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.  

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut KecamatanBulu Kabupaten Rembang 

menetapkan sasaran jangkamenengah yang akan dicapai oleh KecamatanBulu dalam 

rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bulu selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai 

berikut: 



 

48  

“MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan”. 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang 

Tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Tujuandan Sasaran JangkaMenengahPelayanan KecamatanBulu 

Tahun 2021-2026 

 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN/ 

SASARAN 
Satuan 

KINERJA TUJUAN / SASARAN 

REALISASI TARGET 

2020 
2021 
2026 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

MeningkatkanKualitasPelayananPublik  Indeks 
PelayananPublik/IPP 

Angka Na Na 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan IndekKepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Angka 70,60 Na 78,00 79,00 80,00 81,00 82,00 
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BAB V 
 

STRATEGI DANARAH KEBIJAKAN 
 

Strategi adalahpendekatansecarakeseluruhan yang 

berkaitandenganpelaksanaangagasan, perencanaan, dan 

eksekusisebuahaktivitasdalamkurunperiodewaktutertentu. Strategi merupakanlangkah-langkah 

yang berisikan program-program indikatifuntukmewujudkanvisi dan misi.Strategiharusdijadikan 

salah saturujukanpentingdalamperencanaanpembangunandaerah(strategy focussed-

management).Rumusan strategi berupapernyataan yang menjelaskanbagaimanatujuan dan 

sasaranakandicapai yang selanjutnyadiperjelasdenganserangkaianarahkebijakan. 

Arahkebijakanadalahrangkaianprioritaskerja yang menjadipedoman dan 

dasarrencanauntukpelaksanaan yang akandicapai pada sebuahperiode. Arahkebijakan yang 

sudahdirumuskanmenjadisebuahpedomandimaksudkanuntukmengarahkan strategi dan 

implementasipembangunan agar lebihsinergi dan berkesinambungandalammencapai target 

sasaranselamaperiode 5 (lima) tahun, dengandemikiandiharapanmemberikan output 

hasilpembangunan yang lebih optimal. Rumusanarahkebijakanmerasionalkanpilihan strategi 

agar memilikifokus dan sesuaidenganpengaturanpelaksanaannya. 

Strategi 

dankebijakanmerupakanrumusanperencanaankomprehensiftentangbagaimanaperangkatdaera

hmencapaitujuan dan sasaranVisi dan Misi yang telahditetapkandalam RPJMD Tahun2021-

2026denganefektif dan efisien. Denganpendekatan yang komprehensif, strategi juga 

dapatdigunakansebagaisaranauntukmelakukantranformasi, reformasi, dan 

perbaikankinerjabirokrasi. 

Perencanaanstrategiktidaksajamengagendakanaktivitaspembangunan, tetapi juga segala 

program yang mendukung dan 

menciptakanlayananmasyarakattersebutdapatdilakukandenganbaik, termasuk di 

dalamnyaupayamemberbaikikinerja dan kapasitaslingkupbirokrasi, sistemmanajemen, sarana 

dan prasaranapenunjang, sumberdayasertapemanfaatanteknologiinformasi. 

Strategi dan kebijakanKecamatanRembanbdalammendukungpencapaianvisi dan 

misiKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalahsebagaiberikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain 

yang menjadi kewenangan Camat, dengankebijakan: 

a. Fasilitasi PATEN (PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan) 

b. FasilitasiPenyelenggaraanPembinaan di Wilayah Kecamatan 

2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur 

pemerintah desa, dengankebijakan: 

a. Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahDesa 
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b. FasilitasiBintek dan PelatihanPenyusunanProfilDesa 

c. PenyelenggaraanMusrenbangKecamatan 

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda 

dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengankebijakan: 

a. PeningkatanJaminanKesejahteraanSosialKemasyarakatan 

b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan SeniBudaya 

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi 

gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengankebijakan: 

a. PembinaanHansip Inti Dinas / InstansiMatrikKecamatan 

b. Fasilitasi&Koordinasi PAM wilayah kecamatan 

Program- program yang tercantum dalam RencanaStrategis (Renstra) OPD Kantor 

Kecamatan Rembangini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang 

secara rutin dilaksanakan oleh OPDKecamatan Bulu. 

Sinkronisasi Strategi dankebijakan Kecamatan Bulu dalam mencapai visi dan misi 

Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026sebagaimana terdapat dalam tabel5.1. 

 
Tabel 5.1 

KeterkaitanTujuan, Sasaran, Strategidan ArahKebijakan 
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang  

Tahun 2021-2026 
 

Tujuan Sasaran Strategi 

(1) (2) (3) 

MeningkatkanKualitasPelayananPublik MeningkatnyaKualitasPelayananKecamatan Peningkatansistempelayananpublik 

  Meningkatkan kualitas pelayanan 
masyarakat dalam bidang 
kependudukan dan bidang lain 
yang menjadi kewenangan Camat 

  Meningkatkan kinerja pemerintah 
desa melalui peningkatan sumber 
daya Aparatur Pemerintah Desa 

Meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dalam menunjang 
pembangunan di wilayahnya 
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Tujuan Sasaran Strategi 

(1) (2) (3) 

Meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dalam mengenali, 
mencegah, menanggulangi 
gangguan keamanan akibat tindak 
kriminal maupun bencana 
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BAB VI 
 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
 

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai 

tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan 

kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi KecamatanBulu Kabupaten 

Rembang. 

Adapun rincian program dan kegiatanyang mendukung fungsi urusan 

PenunjangPemerintahKecamatanpada KecamatanBulutahun 2021 – 2026adalah sebagai berikut 

: 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
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Tabel 6.1 
Rencana Program, Kegiatan dan Sub KegiatansertaPendanaanKecamatanBuluTahun 2021– 2026 

 

Tu
ju

an
 

Sa
sa

ra
n

 

Program  Kegiatan SubKegiatan 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcome) dan 
Kegiatan 
(output) 

Sa
tu

an
 

 
Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan  

 

Kondisi Awal Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025  Tahun 2026 
 

 

Kondisi 
Kinerja 
pada 

akhirperio
deRenstra 

SKPD 

Th. 
2020 Ta

rg
e

t Th. 
2021 
(000) Ta

rg
e

t 

Rp. 
(000) Ta

rg
e

t 

Rp. 
(000) Ta

rg
e

t 

Rp. 
(000) Ta

rg
e

t 

Rp. 
(000) Ta

rg
e

t 

Rp. 
(000) Ta

rg
e

t 

Rp. (000) 

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M
e

n
in

gk
at

ka
n

ku
al

it
as

La

ya
n

an
P

u
b

lik
 

   

 

IndeksPelayananPu
blik( IPP)) 

Angka Na Na Na 3,1  3,2  3,3  3,4  3,5  3,5  

 

M
e

n
in

gk
at

n
ya

ku
al

it
as

P
e

la
ya

n
an

K
e

ca
m

at
an

 

  

 

IndeksKepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Angka 70,60 Na Na  78  79  80  81  82  82 

  
NON URUSAN 
KESEKRETARIATAN  

 

 

  

  

             

    KECAMATAN BULU  

 

    

  

2.554.028   2.864.351   2.925.500   2.915.500   3.015.400   2.982.000   17.256.779 
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PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA  

 

 

  

  

  

2.374.238 

  

2.305.943 

  

2.345.500 

  

2.314.500 

  

2.412.400 

  

2.378.000 

  

14.130.581 

 
Nilai SAKIP OPD 

Angk
a 

  
Na  62  64  66  68  70  70 

    

 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

 
PersentaseKeselaras
anPerencanaanterha
dapCapaian Kinerja 
Perangkat Daerah 

% 87,50 Na 30.417 90,00  35.000 92,50  35.000 95,00  35.000 97,50  39.400 100,00  40.000 100,00  214.817 

    

  
PenyusunanDokume
nPerencanaanPeran
gkat Daerah 

PersentasePerencan
aanPerangkat 
Daerah 
dengankualitasbaik 

% 75,00 Na 15.000 80,00  16.000  85,00  16.000 90,00  16.000 95,00  20.000 100,00  20.000    

    
  

PenyusunanRenja, 
Renstra 

    
 

15.000   16.000   16.000   16.000   10.000   10.000     

    

  
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

PersentaseEvaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 
dengankualitasbaik 

% 100,00 Na  15.417 100,00  19.000 100,00  19.000 100,00  19.000 100,00  19.400 100,00   20.000    

    

  
PenyusunanLaporan
CapaianRenjaTriwula
nan 

    

 

3.017   5.000   5.000   5.000   5.000.   5.000     

    

  PenyusunanLKJiP     

 

3.200   3.200   3.200   3.200   3.000   3.000     

    

  Pengelolaan Website     

 

2.200   6.000   6.000   6.000   6.000   6.000     

    

  
Survey 
IndeksKepuasan 
Masyarakat (IKM) 

    

 

5.000   2.400   2.400   2.400   2.400   3.000     

    
  

Fasilitasi Admin E-
Presensi 

    
 

2.000   2.400   2.400   2.400   3.000   3.000     

     
AdministrasiKeuan
ganPerangkat 
Daerah 

 
PersentaseDokumen
pelaporankeuangan
dengankualitasbaik 

% 100,00 
100,0

0 
2.062.321 100,00  1.887.243  100,00 1.893.500 100,00  1.916.500  100,00 1.947.000  100,00 1.967.000 100,00  11.673.564 
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PenyediaanGaji dan 
Tunjangan ASN 

Persentase ASN 
yang terbayarGaji 
dan Tunjangannya 

% 100,00 
100,0

0 
1.989.221 100,00  1.799.343  100,00 1.800.000 100,00  1.820.000 100,00  1.850.000 100,00 1.870.000 

  

  

    

  
PenyediaanGaji dan 
Tunjangan ASN 

  

  

 

1.989.221 

  

1.799.343   1.800.000 

  

1.800.000 

  

1.800.000 

  

1.800.000 

  

  

    

  

PelaksanaanPenatau
sahaan dan 
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 

PersentasePengelola
anPenatausahaanKe
uangan yang 
dikeloladenganbaik 

% 100,00 
100,0

0 
70.000 100,00  76.400  100,00 77.000 100,00  80.000 100,00  80.000 100,00  80.000     

    

  
Penyediaan Jasa 
AdministrasiKeuanga
n 

    

 

70.000   76.400   77.000   80.000   80.000   80.000     

    

  

Koordinasi dan 
PenyusunanLaporan
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Persentaserekomen
dasihasil review 
LKPD oleh 
Inspektorat 

% 100,00 
100,0

0 
3.100 100,00  6.500  100,00 10.000 100,00  10.000 100,00  10.000 100,00  10.000     

    

  
PenyusunanPelapora
nKeuangan Akhir 
Tahun 

    

 

3.100   6.500   10.000   10.000   10.000   10.000     

    

  

Koordinasi dan 
PenyusunanLaporan
KeuanganBulanan/T
riwulanan/ 
Semesteran SKPD 

PersentaseLaporanK
euanganBulanan/ 
Triwulanan dan 
Semesteran yang 
dikeloladenganbaik 

% Na Na Na 100,00  5.000  100,00  6.500 100,00   6.500 100,00   7.000 100,00   7.000     

    

  

PenyusunanLaporan
KeuanganBulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

   - - - - 5.000   6.500   6.500   7.000   7.000     

    

 
AdministrasiKepeg
awaianPerangkat 
Daerah 

 
Persentasedokumen
manajemenkepegaw
aian yang 
dikeloladenganbaik 

% 100,00 
100 
,00 

Na 100,00 5.000 100,00 6.000 100,00 21.000 100,00  6.000 100,00  21.000 100,00  59.000 
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Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

PersentasePegawai 
yang Disiplin 

% 100,00 
100,0

0 
Na 100,0 5.000 100,00 6.000 100,0  6.000 100,0  6.000.000  100,0 6.000     

    

  
PeningkatanSistemP
engendalian Internal 
Pegawai (SPIP) 

    

 

  5.000   6.000   6.000   6.000.000   6.000     

    

  
PengadaanPakaianD
inasbesertaPerlengk
apannya 

Peresentaseketercuk
upanPakaianDinasP
egawai 

% - - -  -   - 100,0  15.000   -  100,0 15.000     

    

  
PengadaanPakaianKh
usushari-haritertentu 

    

 

       15.000      15.000     

    

 
AdministrasiUmum
Perangkat Daerah 

 

Persentasepemenuh
anpelayananadminis
trasiperkantoran 

% 100,00 
100,0

0 
63.000 100,00  78.600  100,00 89.000 100,00  92.000 100,00  93.000 100,00  93.000 100,00  508.600 

    

  

PenyediaanKompon
enInstalasi Listrik/ 
PeneranganBanguna
n Kantor 

Persentasepemenuh
anpelayananpenera
nganbangunankanto
r 

% 100,00 
100,0

0 
3.000 100,00  2.000  100,00 2.000  100,00 2.000 100,00  2.000 100,00  2.000     

    

  

PenyediaanKompone
nInstalasi 
Listrik/PeneranganBa
ngunan Kantor 

   

 

3.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000     

    

  
PenyediaanPeralata
n dan Perlengkapan 
Kantor 

Persentasepemenuh
anpenyediaanperala
tan&perlengkapank
antor 

% 100,00 
100,0

0 
2.000 100,00  2.000  100,00 5.000 100,00  5.000 100,00  5.000 100,00  5.000     

    

  
PenyediaanPeralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

    

 

2.000   2.000   5.000   5.000   5.000   5.000     

    

  
PenyediaanBahanLo
gistik Kantor 

Persentasepemenuh
anPenyediaanBahan
Logistik Kantor 

% 100,00 
100,0

0 
15.000 100,00  27.600  100,00 35.000 100,00  35.000 100,00  35.000 100,00  35.000     

    

  
PenyediaanBahanLog
istik Kantor 

    

 

15.000   27.600   35.000   35.000   35.000   35.000     
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PenyediaanBarangC
etakan dan 
Penggandaan 

Persentasepemenuh
anPenyediaanBaran
gCetakan dan 
Penggandaan 

% 100,00 
100,0

0 
5.000 100,00  7.000  100,00 7.000 100,00  7.000 100,00  8.000 100,00  8.000     

    

  
PenyediaanBarangCe
takan dan 
Penggandaan 

    

 

5.000   7.000   7.000   7.000   8.000   8.000     

    

  

PenyediaanBahanBa
caan dan 
PeraturanPerundang
- undangan 

Persentasepemenuh
anPenyediaanBahan
Bacaan dan 
PeraturanPerundang
-undangan 

% 100,00 
100,0

0 
1.000 100,00  2.000  100,00 2.000 100,00  2.000 100,00  2.000 100,00  2.000     

    

  
Belanjalangganan 
Surat Kabar/Majalah 

   

 

1.000   2.000   2.000   2.000   2.000   2.000     

    

  
PenyediaanBahan/
Material 

Persentase pemenu
hanPenyediaanBaha
n/Material Kantor 

% 100,00 
100,0

0 
15.000 100,00  15.000  100,00 15.000 100,00  18.000 100,00  18.000  100,00 18.000     

    
  

Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

    
 

15.000   15.000   15.000   18.000   18.000   18.000     

    

  
PenyelenggaraanRa
patKoordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Persentaserekomen
dasihasilrapatkoordi
nasi yang 
ditindaklanjuti 

% 100,00 
100,0

0 
22.000 100,00  23.000  100,00 23.000 100,00  23.000 100,00  23.000 100,00  23.000     

    

  

Rapat-
rapatKoordinasi dan 
KonsultasiDalam dan 
Luar Daerah 

    

 

22.000   23.000   23.000   23.000   23.000   23.000     

    

 

PengadaanBarang 
Milik Daerah 
PenunjangUrusanP
emerintah Daerah 

 

Jumlahdokumenpen
gelolaan BMD yang 
dikeloladenganbaik 

% 60,00 65,00 10.000 70,00 80.000 75,00 100.000 80,00 25.000 85,00 100.000 90,00   30.000 90,00   345.000 

    

  

Pengadaan Gedung 
Kantor 
atauBangunanLainny
a 

    

 

10.000   80.000   100.000   25.000   100.000   30.000     

    

 

Penyediaan Jasa 
PenunjangUrusanP
emerintahan 
Daerah 

 

Persentasepemenuh
anpelayananadminis
trasiperkantoran 

% 100,00 
100,0

0 
171.900 100,00  181.500 100,00 182.000 100,00 185.000 100,00 185.000 100,00  187.000 100,00 1.092.400 
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Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Persentasepelayana
nsuratmenyuratden
ganbaik 

% 100,00 
100,0

0 
1.000 100,00 1.500 100,00 2.000 100,00 2.000 100,00 2.000 100,00 2.000    

    

  
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

    

 

1.000   1.500   2.000   2.000   2.000   2.000     

    

  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
SumberDaya Air dan 
Listrik 

Persentasepemenuh
anpelayananKomuni
kasi, SumberDaya 
Air dan Listrik 
denganbaik 

% 100,00 
100,0
0 

21.000 100,00 21.000 100,00 21.000 100,00 21.000 100,00 21.000 100,00 22.000     

    

  

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
SumberDaya Air dan 
Listrik 

    

 

21.000   21.000   21.000   21.000   21.000   22.000     

    

  
Penyediaan Jasa 
PelayananUmum 
Kantor 

Persentasepelayana
nadministrasiperkan
toran yang 
dilaksanakandengan
baik 

% 100,00 
100,0

0 
149.900 100,00 159.000 100,00 159.000 100,00 162.000 100,00 162.000 100,00 163.000     

    

  

Belanja Jasa Tenaga 
Administrasi dan 
Tenaga Keamanan 
(Penjaga Malam) 

    

 

149.900   159.000   159.000   159.000   159.000   163.000     

    

 

PemeliharaanBaran
g Milik Daerah 
PenunjangUrusanP
emerintahan 
Daerah 

 

Jumlahdokumenpen
gelolaan BMD yang 
dikeloladenganbaik 

% 92,00 92,00 36.600 93,00 38.600 93,00 40.000 95,00 40.000 95,00 42.000 97,00 40.000 

  

237.200 

    

  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
BiayaPemeliharaan 
dan 
PajakKendaraanPero
ranganDinasatauKen
daraanDinasJabatan 

Pesentasekendaraan
dinasdengankondisi
baik 

% 75,00 75.00 15.000 80,00  16.000 80,00 16.000 85,00 16.000 85,00 18.000 90,00 16.000     

    

  

BelanjaPemeliharaan 
Alat 
AngkutanDaratBerm
otor- 
KendaraanBermotor
Penumpang 

    

 

15.000   16.000   16.000   16.000   18.000   16.000     
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Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 
BangunanLainnya 

Persentase 
Gedung/Bangunank
antordengankondisi
baik 

% 100,00 
100,0

0 
17.600 100,00 19.600 100,00 20.000 100,00 20.000 100,00  20.000 100,00  20.000     

    

  

PemeliharaanRutin/B
erkala Gedung 
Kantor, Gedung 
Pertemuan dan 
RumahDinas 

    

 

17.600   19.600   20.000   20.000   20.000   20.000     

    

  

Pemeliharaan/Reha
bilitasi Sarana dan 
PrasaranaPendukun
g Gedung Kantor 
atauBangunanLainn
ya 

Persentaseperalatan
/perlengkapankanto
rdengankondisibaik 

% 100,00 
100,0

0 
4.000 100,00 3.000 100,00 4.000 100,00 4.000 100,00 4.000 100,00 4.000 

  

  

    

  
PemeliharaanRutin/B
erkalaPeralatan 
Kantor 

    

 

4.000   3.000   4.000   4.000   4.000   4.000     

  

KEWILAYAHAN 
KECAMATAN 

 

 

   

 

             

    

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

 

 
PersentaseInformasi 
Yang 
DisampaikanKePubli
k 

  

 

51.075   257.700   260.000   271.000   273.000   274.000   1.386.775 

    

 

PenyelenggaraanUr
usanPemerintahan 
yang 
tidakDilaksanakan 
oleh Unit 
KerjaPerangkat 
Daerah yang ada di 
Kecamatan 

 

Jumlahinformasi 
yang 
disampaikankepubli
k 

% 100,00 
100,0

0 
51.075 100,00 44.800 100,00 45.000 100,00 50.000 100,00 50.000 100,00 50.000   290.875 

    

  

PeningkatanEfektifit
asPelaksanaanPelay
anankepada 
Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Persentaseinformasi 
yang 
disampaikankepubli
k 

% 100,00 
100,0

0 
51.075 100,00 44.800 100,00 45.000 100,00 50.000 100,00 50.000 100,00 50.000     
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FasilitasiPelayananA
dministrasiTerpaduK
ecamatan (Lembur 
Hari Sabtu) 

    

 

11.075   11.200   11.200   15.000   15.000   15.000     

    

  
MonevPelayananAd
ministrasiTerpaduKe
camatan (PATEN) 

  % 100,00 
100,0

0 
0 100,00 33.600 100,00 33.800 100,00 35.000 100,00  35.000  100,00 35.000     

    

 

PelaksanaanUrusan
Pemerintahan yang 
Dilimpahkankepad
aCamat 

 

Indekskepuasan 
Masyarakat 

% 100,00 
100,0

0 
40.000 100,00 212.900 100,00 215.000 100,00 221.000 100,00  223.000 100,00  224.000   1.135.900 

    

  

PelaksanaanUrusan
Pemerintahan yang 
terkaitdenganKewen
angan Lain yang 
Dilimpahkan 

Jumlah penyelengga
raanpenunjangkesej
ahteraanmasyarakat
a yang ditangani 

Keg Na Na 40.000 9 212.900 9 215.000 9 221.000 9  223.000  9 224.000   1.135.900 

    

  
Honor Tim 
MonevBidangKesra 

  % Na Na -  33.600  34.000  35.000  35.000  36.000     

    
  Fasilitasi PKK     

 
30.000   35.000   36.000   36.000   38.000   38.000.     

    

  
KoordinasiBidangKea
gamaan 

    

 

0 

  

20.000 

  

20.000 

  

20.000 

  

20.000 

  

20.000 

  

  

      
FasilitasiPemberdaya
an Program Keluarga 
Harapan (PKH) 

    

 

0 

  

15.000 

  

15.000 

  

15.000 

  

15.000 

  

15.000 

  

  

    

  

Koordinasi  
danSinkronisasiPena
nggulanganKemiskin
an 

    

 

0   20.000   20.000   20.000   20.000   20.000     

    

  
KoordinasiStunting , 
UKS, 
KecamatanSehat 

    

 

0   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000     

      FasilitasiPosyandu     
 

10.000 
  

10.000 
  

10.000 
  

15.000 
  

15.000 
  

15.000 
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Kelas InspirasiBunda 
PAUD 

    
 

0   34.300   35.000   35.000   35.000   35.000     

    

  

Koordinasi  
danSinkronisasiOrga
nisasiKepemudaan 
Tingkat Kecamatan 

    

 

0   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000     

    

  

Koordinasi  
danSinkronisasiKegia
tanKeolahragaan 
Tingkat Kecamatan 

    

 

0   15.000   15.000   15.000   15.000   15.000     

    

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

 

 Persentasekontribu
si dana desa/ 
kelurahanuntukpe
mberdayaanmasya
rakat 

  

 

60.000   120.000   125.000   130.000   130.000   130.000   695.000 

  

  

 Jumlahdesadengan
swadayamasyaraka
t ≥ Rp. 20.000.000,- 

  

 

             

    

 
KoordinasiKegiatan
PemberdayaanDes
a 

 
PersentasePelaksan
aan Pembangunan 
SecaraSwakelola 

  

 

60.000   120.000   125.000   130.000   130.000   130.000   695.000 

  

  

 PersentasePenetap
anAPBDesa&penya
mpaian  SPJ Tepat 
Waktu 

  

 

             

    

  

PeningkatanEfektifit
asKegiatanPemberd
ayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

 PersentaseUsulan 
forum 
Musrenbangcam  
yangdiakomodir 

  

 

60.000   120.000   125.000   130.000   130.000   130.000     

    

  
Honor Tim 
MonevAPBDesa 

    

 

25.000   60.000   65.000   65.000   65.0000   65.000     

    

  
PenyelenggaraanMu
srenbangKecamatan 

    

 

35.000   50.000   50.000   50.000   50.000   50.000     

    

  
FasilitasiPelatihanSis
keudes 

    

 

0   10.000   10.000   15.000   15.000   15.000     
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PROGRAM 
KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 

 

PersentasePenyeles
aianpermasalahanK
eteretiban dan 
ketentraman 

  

 

35.000   60.708   65.000   70.000   70.000   70.000   370.708 

    

 

KoordinasiUpayaPe
nyelenggaraanKete
nteraman dan 
KetertibanUmum 

 
Persentasepenyeles
aianpermasalahanK
etentaraman dan 
Ketertibanumum 

% 100,00 
100,0

0 
35.000 100,00 60.708 100,00 65.000 100,00 70.000 100,00 70.000 100,00  70.000   370.708 

    

  

SinergitasdenganKe
polisian Negara 
Republik Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia dan 
InstansiVertikal di 
Wilayah Kecamatan 

PersentaseSinergitas
denganKepolisian 
Negara Republik 
Indonesia, Tentara 
Nasional Indonesia 
dan InstansiVertikal 
di Wilayah 
Kecamatan 

  

 

35.000   60.708   65.000   70.000   70.000   70.000     

    

  
Fasillitasi Forum 
KomunikasiPimpinan
Kecamatan 

    

 

35.000   48.708   50.000   55.000   55.000   55.000     

    

  
PembinaanHansip/Li
nmas 

    

 

0   12.000   15.000   15.000   15.000   15.000     

    

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

 

 

PersentasePemerint
ahanDesa/Keluraha
n yang 
tertibAdministrasi 

  

 

8.715   85.000   90.000   90.000   90.000   90.000   453.715 

    

 

PenyelenggaraanUr
usanPemerintahan
UmumsesuaiPenug
asanKepala Daerah 

 

PersentasePenyelen
ggaraanUrusanPeme
rintahanUmum 

% 100,00 
100,0

0 
8.715 100,00 85.000 100,00 90.000 100,00 90.000 100,00 90.000 100,00 90.000   453.715 

    

  

PembinaanWawasa
nKebangsaan dan 
Ketahanan Nasional 
dalamrangkaMeman
tapkanPengamalan 
Pancasila, 
PelaksanaanUndang

Persentasekegiatank
emasyarakatan yang 
berwawasankebang
saan 

  

 

8.715   85.000   90.000   90.000   90.000   90.000     
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- Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
1945, 
PelestarianBhinneka 
Tunggal 
IkasertaPemertahan
an dan 
PemeliharaanKeutu
han Negara 
KesatuanRepublik 
Indonesia 

      
Fasilitasi Hari 
BesarKewanitaan 

    

 

0 

  

45.000 

  

50.000 

  

50.000 

  

50.000 

  

50.000 

  

  

      
PelaksanaanUpacara 
Hari 
BesarKenegaraan 

    

 

8.715   40.000   40.000   40.000   40.000   40.000     

    

PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

 

 PersentasePemerint
ahanDesadengan 
Tata Kelola yang 
baik dan lunasbayar 
PBB 

  

 

25.000   35.000   40.000   40.000   40.000   40.000   220.000 

    

 

Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
KoordinasiPembina
an dan 
PengawasanPemeri
ntahanDesa 

Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
KoordinasiPembinaa
n dan 
PengawasanPemerin
tahanDesa 

 Rata-rata IKM Desa % 93 93 25.000 93,75 35.000 93,75 40.000 96,25 40.000 96,25 40.000 100,00 40.000   220.000 

    

  
FasilitasiAdministrasi 
Tata 
PemerintahanDesa 

  % 100,00 
100,0

0 
25.000 100,00 35.000 100,00 40.000 100,00 40.000 100,00 45.000 100,00 45.000     

    

  

RekomendasiPengan
gkatan dan 
PemberhentianPeran
gkatDesa 

  % 100,00 
100,0

0 
10.000   0   0   0   0   0     

    

  
FasilitasiPenyusunan
ProfilDesa 

  % 100,00 
100,0

0 
0 100,00 5.000 100,00 6.000 100,00 6.000 100,00 7.000 100,00 7.000     

    

  

Pembinaan dan 
PengawasanPenyele
nggaraanPemerintah
anDesa 

  % 80,00 80,00 0 85,00 15.000 85,00 16.000 90,00 16.000 90,00 20.000 100,00 20.000     
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Monitoring dan 
EvaluasiPelaksanaan
PajakBumi dan 
Bangunan (PBB) 

  % 85,00 85,00 15.000 90,00 15.000 90,00 18.000 95,00 18.000 95,00 18.000 100,00 18.000     

 
JUMLAH 

 
   

2.554.028 
   

2.864.351  
       

2.925.500  
        

2.915.500  
        

3.015.400  
        

2.982.000  
       

17.256.779  
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BAB VII 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
 

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja 

akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya 

telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja 

yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan 

lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu 

sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat 

membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) 

mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, 

indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung- 

jawaban.Indikator kinerjajugamerupakankomponenyangsangatkrusial pada saat merencanakan 

kinerja. 

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang 

akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. 

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas 

perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan 

dibuktikan secara objektif keberhasilannya. 

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja KecamatanBulu yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi 

bidangpelayanandalamtugasdanfungsiKecamatanBuluyangberkontribusi langsung pada 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. 
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Tabel 7.1 
INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN BULU 

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
Tahun 2021-2026 

 

Misi I : “MengembangkanProfesionalisassi, ModernisasiOrganisasi dan Tata KerjaBirokrasi” 

TunjuanKabupaten : “TerwujudnyaPemerintahan yang baik dan bersih” 

SasaranKabupaten :“MeningkatnyakualitasPelayananPublik”. 

 

Tabel 7.2 
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BULU 

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
Tahun 2021-2026 

 

Misi I : “Mengembangkanprofesionalisasi, ModernisasiOrganisasi dan Tata KerjaBirokrasi” 

TunjuanKabupaten : “TerwujudnyaPemerintahan yang baik dan bersih” 

SasaranKabupaten :“MeningkatnyakualitasPelayananPublik”.  

NO 

Sasaran IndikatorSa
saran Satuan 

KONDISI KINERJA         
AWAL RPJMD 

TARGETKINERJA 
 
 

CAPAIAN 
AKHIR 
RPJMD 

   Th. 2020 TH. 2021 TH. 2022 TH. 2023 TH. 2024 TH. 2025 Th. 2026  

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Meningkat
nyaKualita
sPelayana
nKecamata
n 

IndeksKepua
san 
Masyarakat 
(IKM) 

Angka 70,60 Na 78 79 80 81 82 82 

 
Tabel 7.3. 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN BULU 
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

TAHUN 2021 - 2026 
 

Program :Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan 
dan Ketentraman Masyarakat 

 
 

No 
Indikator Kinerja Program Satuan 

Target Capaian SetiapTahun Target Akhir RPJMD 
2026 2022 2023 2024 2025 

1 Program 
penyelenggaraanpemerintahan 
dan pelayananpublik 

Nilai 7 7,5 8 9 10 

NO 

 
Sasaran 

 
IndikatorS

asaran Satuan 

KONDISI KINERJA       
AWAL RPJMD 

TARGET KINERJA CAPAIAN 
AKHIR 
RPJMD   Th. 2020 TH. 2021 TH. 2022 TH. 2023 TH. 2024 TH. 2025 Th. 2026 

1 2 3 4 5 8 7 7 7 8 9 10 

1 Meningkatnya
kualitasPelaya
nanKecamata
n 

IPP Angka Na Na 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 
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2 
Program 
pemberdayaanmasyarakatdesa 
dan kelurahan 

Nilai 7 7,5 8 9 10 

3 Program pembinaan dan 
pengawasanpemerintahandesa 

Nilai 7 7,5 8 9 10 

4 Program koordinasiketentraman 
dan ketertibanumum 

Nilai 7 7,5 8 9 10 
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Tabel 7.4 
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Bulu 

 

NO 

TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TUJUAN/SASARAN/PR

OGRAM 
FORMULASI 

1 2 3 4 5 6 

I Meningkatkan 
Kwalitas 
Pelayanan Publik 

  Indek Pelyanan Publik 
(IPP) 

Nilai Indeks : ∑ (Nilai Aspekn X BobotAspekn) 

II  Meningkatkan 
kualitas  Pelayanan 
Kecamatan  

 Indek Kepuasan 
Masyarakat ( IKM ) 

Totaldari 
NilaiPersepsi per 

Unsur 

Nilai  
Penimbang 

 
X Nilai Dasar (25) 

 

1   Program 
PenunjangUrusanPemeri
ntahan Daerah 

Nilai Sakip OPD JumlahNilai  komponen ( Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + 
Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + PencapaianSasaran Kinerja 
Organisasi ) ( hasil Review InspektoratKabupaten) 

2   Program 
PenyelenggaraanPemeri
ntahan dan 
PelayananPublik 

Capaianurusanpemerin
tahan yang 
dilimpahkankeCamat 

Jumlahpelaksanaanurusanpemerintahan 
bidangkesra yang dilimpahkankeCamat                 X 100 
Jumlahseluruhurusanpemerintahan 
bidangkesra yang dilimpahkankecamat 

3   Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Kelurahan 

Persentasekontribusi 
dana desa/ 
kelurahanuntukpember
dayaanmasyarakat 

Total anggaranpemberdayaanmasyarakat 
yang bersumber dana dari dana desaX 100 
Total dana desa di Kec. Bulu 
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NO 

TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
TUJUAN/SASARAN/PR

OGRAM 
FORMULASI 

1 2 3 4 5 6  
   Jumlahdesadenganswa

dayamasyarakat ≥ Rp. 
20.000.000,- 

Jumlahdesadenganswadayamasyarakat ≥ Rp. 20.000.000,- 

4   Program 
KoordinasiKetentraman 
dan KetertibanUmum 

Cakupanpenyelenggara
anurusanketenraman 
dan ketertibanumum 

Total  penyelenggaranurusantrantibumumygdilaksanan 
Total  penyelenggaran urusan              X 100 
trantibumumygwajibdilaksanan 
 

5   Program Pembinaan dan 
PengawasanPemerintaha
nDesa 

Cakupanpenyelenggara
anurusanpemerintahan
umum 

Total  penyelenggaranurusanpemerintahanumumygdilaksanan 
Total penyelenggaranurusanpemerintahanumumygwajib                 X 
100dilaksanan 
 

 
   Persentasedesadengan 

tata 
kelolapemerintahanbai
k 

Jumlahdesadengan tata kelola 
pemerintahandesa yang baik 
Total  desadi KecamatanBuluX 100 
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BAB VIII 
 

PENUTUP 
 

PerubahanRencana Strategis KecamatanBuluTahun 2021-2026 merupakan 

dokumenperencanaanjangka menengah yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana 

Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan 

maupun program dan kegiatan dalam dokumen PerubahanRencana Strategis ini harus di 

implementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. 

Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk 

pembangunan daerah 5 tahun ke depan. 

PerubahanRencana Strategis KecamatanBuluKabupaten Rembang Tahun 2021-2026 

berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur KecamatanBulu 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan 

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. PerubahanRencana Strategis ini 

merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan 

PerubahanRencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari 

seluruh aparatur KecamatanBulu dan pemerintahdesa di wilayah KecamatanBulu, karena akan 

menentukan keberhasilan capaiamprogram dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian 

PerubahanRencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, 

karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang 

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. 

 

Rembang,tgl.    September 2021 

CAMAT BULU 

 

 

SLAMET RIYADI, SH. MM. 
Pembina Tk. I 
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